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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga buku Akuntansi Sektor Publik: Teori dan 

Praktik ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai 

respons terhadap semakin kompleksnya tuntutan akuntabilitas, 

transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) di berbagai entitas publik. Di era modern ini, peran sektor 

publik mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga non-

profit yang didanai publik menjadi semakin vital dalam mengelola 

sumber daya negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, penguasaan prinsip dan teknik akuntansi sektor 

publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan fundamental 

bagi para praktisi, akademisi, dan calon pemimpin masa depan. 

Buku ini dirancang secara komprehensif untuk menjembatani 

kesenjangan antara landasan teoritis yang kuat dengan implementasi 

praktis di lapangan. Kami memaparkan konsep-konsep dasar 

akuntansi pemerintahan, standar akuntansi yang berlaku (seperti 

PSAP atau standar internasional yang relevan), serta membahas 

secara mendalam siklus akuntansi mulai dari penganggaran, 

pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan yang 

informatif.  

Kami menyadari bahwa bidang akuntansi sektor publik terus 

berkembang seiring dengan reformasi birokrasi dan adopsi teknologi. 

Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi referensi 

utama dan panduan praktis bagi mahasiswa akuntansi, bendahara dan 

staf di unit-unit pemerintahan, auditor, serta siapa pun yang 

berkepentingan dalam memastikan pengelolaan uang negara berjalan 

secara efisien, efektif, dan akuntabel. 
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Pendahuluan  

Akuntansi sektor publik hadir sebagai instrumen tata kelola dalam 

entitas yang mengelola sumber daya publik untuk kesejahteraan 

masyarakat. Berbeda dari akuntansi privat yang berorientasi laba, 

akuntansi sektor publik berfokus pada akuntabilitas, transparansi, 

dan pelayanan publik yang berkeadilan.  

Dalam konteks administrasi negara modern, akuntansi sektor 

publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai kegiatan teknis pencatatan, 

tetapi sebagai tulang punggung mekanisme demokrasi fiskal yang 

memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menjaga 

legitimasi institusi negara. Sektor publik memiliki peran strategis 

dalam memastikan pengelolaan ruang publik secara efektif, di mana 

ruang publik menjadi wadah interaksi sosial, identitas budaya, serta 

penopang kualitas hidup masyarakat (Nurjaman & Hendrakusumah, 

2023; Saputra et al., 2019).  

Aktivitas di ruang publik yang bersifat sosial maupun komersial 

mencerminkan keberagaman kebutuhan masyarakat (Faedlulloh et 

al., 2017; Hastorahmanto et al., 2022). Kompleksitas ini menuntut 

adanya sistem akuntansi yang tidak hanya menata angka, tetapi juga 

mampu mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta 

pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan akuntansi sektor publik 

bukanlah domain teknis semata, melainkan perangkat institusional 

yang mengintegrasikan asas legalitas, etika pelayanan publik, 

partisipasi sosial, serta pengelolaan keuangan negara secara 

profesional sebagai syarat terbentuknya pemerintahan yang kredibel. 

 

Esensi Akuntansi Sektor Publik  

Esensi akuntansi sektor publik tidak hanya pada pencatatan transaksi 

keuangan, tetapi juga sebagai alat legitimasi dan pengendalian 

pelayanan publik. Akuntansi sektor publik merupakan sarana untuk 

mengomunikasikan bagaimana dana publik dialokasikan, 

dimanfaatkan, serta menghasilkan dampak terhadap kesejahteraan 

kolektif.  

Manajemen pengetahuan dan inovasi dalam sektor publik turut 

menjadi komponen penting untuk meningkatkan kualitas layanan 
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nasional, listrik jalan, air bersih, sekolah negeri, rumah sakit 

pemerintah, taman kota, transportasi publik, pengelolaan sampah, 

ruang terbuka publik. Tujuan utamanya: menjamin setiap warga  

termasuk yang tidak mampu membayar  tetap mendapatkan 

layanan dasar untuk hidup layak. 

2. Fungsi Distribusi (Distribution Function) 

Fungsi ini fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan 

jaminan keadilan sosial. Pemerintah mengalokasikan anggaran 

untuk kelompok rentan agar akses terhadap layanan tidak 

ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Instrumen yang digunakan: 

subsidi (BBM/beras/listrik), bansos tunai, jaminan sosial 

kesehatan (BPJS PBI), kartu sembako, program keluarga harapan 

(PKH), jaminan kehilangan pekerjaan, dana desa untuk desa 

tertinggal. Fokus utama: mencegah terjadinya “eksklusi layanan”  

kondisi ketika kelompok miskin tidak bisa mengakses pendidikan, 

kesehatan, pangan, atau ruang hidup yang layak karena faktor 

ekonomi. 

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function) 

Fungsi ini dijalankan terutama oleh pemerintah pusat untuk 

menjaga kestabilan ekonomi makro agar pelayanan publik tidak 

terganggu oleh fluktuasi ekonomi. Pemerintah menggunakan 

kebijakan fiskal (APBN, insentif pajak, defisit/ surplus terukur) 

dan, bersama bank sentral, menjaga stabilitas moneter (inflasi, nilai 

tukar, likuiditas perbankan). Relevansi dengan layanan publik: 

ketika ekonomi stabil, pemerintah tetap bisa membayar gaji 

guru/dokter, menyalurkan bantuan sosial, membangun 

infrastruktur, dan mencegah lonjakan harga yang mengurangi 

akses layanan dasar. 

4. Fungsi Regulasi & Fasilitasi 

Pada fungsi ini pemerintah bertindak sebagai penjaga mutu 

layanan dan aturan main bagi seluruh pelaku. Tidak semua layanan 

harus pemerintah yang menjalankan; namun pemerintah wajib 

memastikan layanan itu aman, adil, terstandar, dan dapat diakses. 

Bentuk regulasi: standar keselamatan transportasi, izin rumah 

sakit, SPM (Standar Pelayanan Minimum), tata ruang kota, syarat 

sanitasi makanan, AMDAL, sertifikasi pendidikan. Fasilitasi: 
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penyediaan data publik, perizinan berbasis risiko, pelatihan teknis, 

ekosistem digital (e-catalog/e-government), insentif bagi pihak 

swasta/komunitas untuk melayani publik. Intinya: bukan hanya 

mengatur, tetapi juga membantu agar layanan bisa berjalan dengan 

benar. 

5. Fungsi Representasi & Partisipasi 

Fungsi ini menegaskan bahwa layanan publik bukan keputusan 

teknokrat sepihak, melainkan harus mencerminkan suara dan 

kebutuhan warga yang dilayani. Pemerintah membuka kanal 

partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan: 

Musrenbang, forum konsultasi publik, FGD kebijakan, e-aspirasi, 

survei kepuasan layanan, citizen charter, pengawasan berbasis 

masyarakat. Dampak fungsi ini: kebijakan lebih legitimate, konflik 

sosial menurun, dan hasil layanan lebih tepat sasaran karena 

disusun bersama warga  bukan hanya dari atas ke bawah. 

 

Penutup 

Bab ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki esensi 

sebagai instrumen tata kelola untuk menjamin kesejahteraan sosial 

melalui transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi. Fokus 

pada pengelolaan ruang publik menunjukkan relevansi akuntansi 

sektor publik dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan 

tekanan perubahan zaman.  

Akuntansi sektor publik juga menopang kepercayaan publik 

terhadap negara melalui mekanisme pertanggungjawaban dan 

legitimasi fiskal yang terstruktur. Bab-bab selanjutnya akan 

mengelaborasi aspek teknik, regulasi, kerangka standar, serta praktik 

penerapan akuntansi sektor publik secara lebih rinci dalam konteks 

nasional maupun internasional, termasuk studi kasus implementasi 

pada berbagai level pemerintahan dan organisasi non-profit. 
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Pengantar Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada 

pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam organisasi publik seperti 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan publik, dan lembaga 

lainnya yang tidak berorientasi pada keuntungan.  

Fungsi utama akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan 

pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, akuntansi sektor 

publik bukan hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi 

keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran 

dan sumber daya publik.  

Pentingnya akuntansi sektor publik ini semakin meningkat 

seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan 

penggunaan anggaran publik yang bijaksana. Akuntansi sektor publik 

bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai alokasi 

dan penggunaan sumber daya publik, serta mendukung pengambilan 

keputusan oleh pihak yang berwenang.  

Keberhasilan sistem akuntansi sektor publik sangat bergantung 

pada penerapan prinsip-prinsip dasar yang berlaku, seperti prinsip 

akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Sebagai contoh, dalam 

pengelolaan dana bantuan sosial oleh pemerintah, akuntansi sektor 

publik memastikan dana tersebut tercatat dengan benar dan 

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ketika 

laporan keuangan disusun dengan baik, masyarakat dan lembaga 

pengawas dapat mengevaluasi apakah dana telah digunakan sesuai 

dengan peruntukannya atau terjadi penyimpangan. 

 

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Swasta 

Akuntansi sektor publik dan sektor swasta memang sama-sama 

berlandaskan prinsip-prinsip akuntansi dasar yang serupa, namun 

keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi tujuan, 

fokus, dan metode pelaporan yang digunakan. Perbedaan ini muncul 

karena karakteristik dan peran masing-masing sektor yang berbeda 

dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. 
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Tantangan Dalam Akuntansi Sektor Publik 

Walaupun Indonesia telah memiliki peraturan dan standar yang jelas 

seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta adopsi 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), akuntansi 

sektor publik tetap menghadapi berbagai tantangan yang signifikan 

dalam pelaksanaannya di lapangan. Tantangan-tantangan ini dapat 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas 

pemerintah terhadap masyarakat. 

Salah satu tantangan utama adalah masalah transparansi dan 

akuntabilitas. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam 

mengakses informasi keuangan yang lengkap dan mudah dipahami 

mengenai penggunaan anggaran publik. Hal ini menyebabkan 

terbatasnya pengawasan oleh publik dan lembaga terkait, yang pada 

akhirnya bisa membuka celah bagi praktik korupsi, pemborosan, atau 

penyalahgunaan anggaran.  

Misalnya, dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur 

yang didanai oleh dana APBD, informasi detail mengenai anggaran, 

kontraktor, dan progres pekerjaan tidak sepenuhnya terbuka untuk 

publik. Kondisi ini menghambat masyarakat untuk melakukan 

evaluasi atau memberikan masukan yang konstruktif. 

Selain itu, ketidakpastian anggaran menjadi tantangan besar 

lainnya dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Ketidakpastian ini 

dapat muncul dari berbagai faktor, seperti fluktuasi pendapatan 

negara akibat kondisi ekonomi global dan domestik, perubahan 

kebijakan fiskal yang mendadak, atau bahkan ketidakstabilan politik 

yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.  

Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi atau pandemi, penerimaan 

negara dari pajak menurun drastis sehingga pemerintah harus 

merevisi kembali anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Situasi 

ini menimbulkan kesulitan dalam menjaga kesinambungan program-

program publik dan pencapaian target pembangunan. Selain itu, 

masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi memadai dalam bidang akuntansi sektor publik.  

Banyak pegawai negeri sipil di tingkat daerah belum memiliki 

pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam menerapkan 

standar akuntansi berbasis akrual yang kompleks. Hal ini sering 
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mengakibatkan kualitas pelaporan keuangan yang kurang memadai 

dan kurangnya integrasi data keuangan antara instansi pusat dan 

daerah. Tak kalah penting adalah tantangan terkait dengan teknologi 

dan sistem informasi. Dalam era digital, kebutuhan akan sistem 

pelaporan keuangan yang terintegrasi dan real-time semakin penting.  

Namun, banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan 

sistem manual atau sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, 

sehingga proses pelaporan menjadi lambat dan rentan terhadap 

kesalahan data. Sebagai contoh, sistem distribusi bantuan sosial yang 

belum terintegrasi secara nasional dapat menyebabkan duplikasi data 

penerima bantuan, ketidaktepatan sasaran, dan inefisiensi 

penggunaan anggaran. 

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut 

membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah 

pusat, daerah, maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM, 

pengembangan sistem informasi yang modern, serta peningkatan 

transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mengatasi 

kendala tersebut agar akuntansi sektor publik dapat berjalan dengan 

optimal dan berkontribusi maksimal terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 

Kesimpulan 

Teori akuntansi sektor publik memegang peranan krusial dalam 

menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, 

dan efisien. Dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, 

akuntansi sektor publik tidak hanya sekadar mencatat transaksi 

keuangan, melainkan juga menjadi alat strategis untuk mengawasi 

penggunaan dana publik, memastikan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis 

data yang valid dan dapat dipercaya. 
Prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, 

kewajaran, efisiensi, dan efektivitas menjadi landasan utama dalam 

praktik akuntansi sektor publik. Akuntabilitas menjamin bahwa 

pemerintah atau lembaga publik bertanggung jawab atas pengelolaan 

dan penggunaan anggaran yang berasal dari pajak dan sumber daya 

publik lainnya. Transparansi memastikan bahwa informasi keuangan 
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dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga tercipta pengawasan 

yang efektif dan partisipasi publik dalam evaluasi penggunaan 

anggaran.  

Sementara itu, kewajaran mengharuskan laporan keuangan 

mencerminkan kondisi sebenarnya, memberikan gambaran yang 

objektif dan tidak menyesatkan. Meski demikian, pelaksanaan prinsip-

prinsip tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Di 

antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten 

di bidang akuntansi sektor publik, resistensi terhadap perubahan 

sistem pelaporan, serta kendala teknis dalam pengintegrasian data 

keuangan yang kompleks.  

Namun, perkembangan standar akuntansi seperti Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan adopsi 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) memberikan 

fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

pemerintah. Standar-standar ini tidak hanya menyelaraskan praktik 

akuntansi sektor publik Indonesia dengan standar internasional, 

tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi yang pada 

akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pengelolaan keuangan publik. Sebagai contoh, penerapan SAP yang 

mengintegrasikan basis akrual memungkinkan pemerintah untuk 

lebih baik dalam mengukur kewajiban dan asetnya, sehingga laporan 

keuangan menjadi lebih informatif dan relevan untuk pengambilan 

keputusan.  

Selain itu, penggunaan indikator kinerja seperti Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) membantu menilai efektivitas dan 

efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan. 

Kesimpulannya, teori akuntansi sektor publik merupakan fondasi 

yang tidak bisa diabaikan dalam upaya membangun tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).  

Dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi 

sektor publik yang tepat serta dukungan penerapan standar akuntansi 

yang mutakhir, diharapkan pengelolaan keuangan publik dapat 

berjalan dengan lebih baik, memberikan manfaat maksimal bagi 

masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. 
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Tujuan Umum dan Khusus Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan berperan tidak hanya untuk mencatat 
keuangan, tetapi juga untuk: 
1. Mendorong Akuntabilitas 

Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas pengelolaan 

sumber daya publik. Akuntansi pemerintahan membantu 

memberikan laporan yang dapat menjelaskan bagaimana dana 

publik digunakan secara transparan dan sesuai aturan yang 

berlaku. 

2. Menyediakan Informasi Keuangan yang Transparan dan 

Akurat 

Laporan keuangan pemerintah yang baik harus mencerminkan 

kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. 

3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan di Bidang 

Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Data akuntansi yang disediakan oleh Lembaga pemerintah 

membantu dalam perencanaan anggaran, menilai kinerja dan 

mengawasi pemanfaatan anggaran. 

4. Menjamin Kesesuaian Dengan Regulasi Hukum 

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai dengan 

peraturan dan hukum yang ada, seperti Undang-Undang tentang 

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah, serta Standar Akuntansi 

Pemerintahan.. 

 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi 

pemerintahan memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu: memberikan 

data tentang keadaan keuangan, perubahan dalam keadaan keuangan, 

serta informasi lain yang diperlukan untuk membuat keputusan, 

menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dalam mengelola sumber daya publik secara ekonomis, 

efisien, dan efektif, memberikan data yang membantu pengguna untuk 

mengevaluasi kepatuhan pemerintah terhadap anggaran dan hukum 

yang berlaku. 
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a. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah 

seperti kas, piutang, persediaan, aset tetap (tanah, gedung, 

peralatan), dan investasi. 

b. Kewajiban, yaitu utang atau kewajiban lain yang harus dibayar 

oleh pemerintah. 

c. Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban. 

Neraca disusun dengan basis akrual, sehingga 

menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara lebih 

komprehensif (Bastian, 2015). 

 

4. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menunjukkan pendapatan-LO, beban, dan 

surplus/defisit operasional selama satu periode.Tujuannya adalah 

memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 

pemerintah yang mempengaruhi ekuitas, baik transaksi kas 

maupun nonkas. Isi utama LO: 

a. Pendapatan-LO (pendapatan pajak, retribusi, hibah, dan 

lainnya); 

b. Beban (belanja pegawai, barang, jasa, subsidi, hibah, dan 

transfer); 

c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional. 

Laporan ini menjadi dasar untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas kinerja keuangan pemerintah (Mahmudi, 2019). 

 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 
Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang aliran kas masuk 

dan kas keluar dalam suatu periode akuntansi.Laporan ini 
menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan 

kas dan menggunakannya untuk mendanai aktivitasnya. LAK 
terdiri dari tiga aktivitas utama: 

a. Aktivitas operasi: arus kas dari kegiatan utama pemerintah. 

b. Aktivitas investasi: arus kas dari perolehan dan pelepasan aset 

non-keuangan. 

c. Aktivitas pendanaan: arus kas dari penerimaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 
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Laporan ini berguna untuk menilai likuiditas dan solvabilitas 

pemerintah dalam jangka pendek (Nordiawan & Hertianti, 2016). 

 

6.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan ini menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah 

selama satu periode pelaporan.Ekuitas pemerintah dapat berubah 

karena adanya surplus/defisit dari laporan operasional, koreksi 

kesalahan, atau kebijakan akuntansi baru. Komponen utama LPE: 

a. Ekuitas awal, 

b. Surplus atau defisit-LO, 

c. Koreksi kesalahan periode sebelumnya, 

d. Ekuitas akhir. 

Laporan ini membantu pengguna memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan kekayaan bersih pemerintah 

(Bastian, 2015). 

 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

CaLK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang 

menjelaskan dan melengkapi informasi kuantitatif yang disajikan 

dalam laporan utama. Isi CaLK meliputi: 

a. Penjelasan kebijakan akuntansi yang digunakan; 

b. Rincian tambahan dari pos-pos yang tercantum dalam laporan 

keuangan; 

c. Informasi tambahan seperti komitmen, kontinjensi, atau 

kejadian penting setelah tanggal neraca. 

CaLK berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, keandalan, 

dan transparansi laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 

2018). Ketujuh komponen laporan keuangan pemerintah tidak 

berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu sama lain. 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan pelaksanaan 

anggaran berbasis kas, sedangkan Laporan Operasional dan Neraca 

disusun berbasis akrual untuk menunjukkan kinerja dan posisi 

keuangan secara lebih menyeluruh. CaLK berfungsi sebagai 

penjelasan atas seluruh laporan tersebut, sehingga membentuk 

satu kesatuan laporan keuangan yang utuh dan informatif. 
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Kesimpulan 

Akuntansi pemerintahan memiliki peran sentral dalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. 

Dengan tujuan utamanya yang berfokus pada pelayanan publik dan 

pertanggungjawaban kepada rakyat, sistem akuntansi ini menjadi 

landasan penting bagi penyusunan kebijakan keuangan, pengawasan, 

serta evaluasi kinerja pemerintah.  

Ruang lingkup akuntansi pemerintahan mencakup seluruh aspek 

yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan 

transaksi keuangan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. 

Akuntansi pemerintahan tidak hanya berfokus pada pengelolaan 

anggaran, tetapi juga pada pencatatan aset, kewajiban, serta kegiatan 

pembiayaan.  

Dengan ruang lingkup yang luas dan kompleks, sistem akuntansi 

pemerintahan menjadi instrumen vital dalam mewujudkan 

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara.Informasi akuntansi pemerintahan berperan penting dalam 

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).  

Melalui penyajian laporan keuangan yang akurat, relevan, dan 

transparan, pemerintah dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas 

publik serta menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang 

efektif. Pengguna informasi ini tidak hanya berasal dari lingkungan 

internal, tetapi juga mencakup pihak eksternal seperti legislatif, 

lembaga pemeriksa, masyarakat, dan lembaga internasional.  

Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintahan harus mampu 

menghasilkan informasi. Entitas pelaporan merupakan unsur penting 

dalam sistem akuntansi sektor publik karena berperan sebagai pihak 

yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan 

pemerintah. Melalui entitas pelaporan, pemerintah dapat 

mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola 

keuangan yang baik (good governance). 

Kehadiran entitas pelaporan memastikan bahwa seluruh 

kegiatan dan transaksi keuangan pemerintah tercatat, terlapor, dan 

dapat diaudit secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang. 



Kerangka Konsep Akuntansi Pemerintahan 
 

 

49 Tri Cahyo Nugroho 

Pelaporan keuangan sektor publik memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan. Melalui pelaporan 

keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada 

publik serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.  

Komponen laporan keuangan pemerintah merupakan satu 

kesatuan yang saling melengkapi dalam menggambarkan kinerja, 

posisi, dan tanggung jawab keuangan pemerintah kepada publik. 

Laporan-laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan relevansi informasi, sebagaimana diatur dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan adanya laporan 

keuangan yang lengkap, pemerintah dapat menunjukkan 

komitmennya terhadap tata kelola yang baik (good governance) serta 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan 

keuangan negara. 
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Perkembangan Akuntansi Sektor Publik 

Sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal akuntansi sektor publik yaitu 

akuntansi kuno yang pada waktu itu belum terstruktur seperti saat ini. 

Akuntansi kuno secara khusus ditujukan untuk mengelola keuangan 

kerajaan atau pemerintahan yang tidak berorientasi pada profit 

seperti akuntansi swasta modern, sehingga tujuannya sangat relevan 

dengan fungsi sektor publik.  

Akuntansi kuno dapat ditemukan pada berbagai peradaban 

jaman dahulu antara lain pada masa mesopotamia dan sumeria sekitar 

3.000 tahun sebelum masehi. Pada waktu itu mulai muncul sistem 

pencatatan transaksi mengenai jumlah panen hasil pertanian dan hasil 

ternak. Pencatatan tersebut dilakukan untuk menghitung pajak, utang 

dan hasil perdagangan.  

Selanjutnya pada masa mesir kuno menerapkan pencatatan 

dengan menggunakan papirus dan hieroglif untuk menghitung pajak 

dan transaksi keuangan. Pada waktu itu akuntansi digunakan Firaun 

sebagai alat kontrol mengawasi kekayaan dan sumber daya kerajaan. 

Pada masa Yunani kuno pencatatan akuntansi lebih terorganisir untuk 

mengelola aset publik dan mengumpulkan pajak.  

Pada waktu itu sudah ada buku besar primitif untuk mencatat kas, 

aset dan berbagai pengeluaran yang menunjukkan bahwa telah terjadi 

pergeseran pencatatan akuntansi sekedar inventarisir menjadi 

bentuk yang lebih luas berupa akuntansi pertanggungjawaban. Pada 

masa Romawi Kuno akuntansi sudah dikembangkan sebagai sistem 

yang lebih komplek. Hukum Romawi mewajibkan pembayar pajak 

untuk membuat laporan posisi keuangan. Saat itu sudah mulai 

mengenal semacam buku kas bulanan yang mencatat penerimaan dan 

pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak semata-

mata melacak kekayaan melainkan juga untuk menjalankan hukum 

yang berlaku dan fungsi administratif. 

Secara umum tujuan akuntansi kuno bertujuan untuk 

akuntabilitas kepada penguasa, pengendalian anggaran dan 

pencatatan transaksi publik. Selanjutnya walaupun akuntansi kuno 

memiliki tujuan yang serupa dengan akuntansi sektor publik modern, 

namun dapat dibedakan dalam hal basis pencatatan yang mana 
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Tabel 4.1: Perbedaan Organisasi Nirlaba dan Sektor Publik 

NO ASPEK 
ORGANISASI 

NIRLABA 
SEKTOR PUBLIK 
(PEMERINTAH) 

1 Kategori Entitas Organisasi Nirlaba 
(Yayasan, LSM, 
Perkumpulan, Partai 
Politik, Organisasi 
keagamaan, Sekolah 
entitas nirlaba, 
Organisasi profesi) 

Entitas Pemerintah 
(Kementerian, 
Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negara) 

2 Standar Akuntansi Menggunakan ISAK 
35 bagian dari SAK 
(Standar Akuntansi 
Keuangan) 

Menggunakan SAP 
(Standar Akuntansi 
Pemerintahan) 

3 Dasar Hukum UU No. 16/2001, UU 
No. 16/2017 dan 
regulasi lain terkait 
organisasi nirlaba 

UU No. 17/2003, 
UU No. 1/2004,  
UU No. 15/2004 

4 Lembaga Pengatur Ikatan Akuntansi 
Indonesia (IAI) 
menyusun standar. 
Pengaturan legal 
dilakukan oleh 
berbagai kementerian 

Komite Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
(KSAP) yang berada 
dibawah 
Kementerian 
Keuangan 

5 Tujuan Akuntansi Menyajikan informasi 
keuangan yang 
transparan kepada 
donatur, anggota, dan 
publik 

Menyajikan laporan 
pertanggungjawaban 
penggunaan dana 
publik (pajak) 
kepada rakyat dan 
lembaga legislatif 

      Sumber: Deby, 2025; Pranata, 2024; Salamah, 2024; Sari, 2024. 

 

Upaya perbaikan dan penyesuaian standar akuntansi sektor 

publik dilakukan untuk memastikan standar yang dihasilkan relevan, 

dapat diterapkan dan akuntabel. Tahapan yang dilakukan oleh KSAP 

dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) dilakukan 

dalam beberapa tahapan untuk memastikan SAP disusun berdasarkan 

kajian ilmiah, masukan dari berbagai pihak, dan selaras dengan 

praktik secara internasional. Tahap awal diawali dengan identifikasi 

isu standar yang dimulai ketika ada kebutuhan untuk menyusun atau 
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merevisi standar akuntansi yang sudah ada apabila terjadi perubahan 

peraturan perundang-undangan.  

KSAP kemudian membentuk tim khusus berupa kelompok kerja 

(Pokja) yang terdiri dari para ahli akuntansi dari berbagai instansi. 

Kelompok kerja dimaksud kemudian menyusun draft standar 

berdasarkan hasil riset termasuk studi perbandingan dengan standar 

internasional. Setelah itu KSAP meninjau dan membahas semua 

masukan yang diterima dari publik untuk menyempurnakan draft 

standar yang telah dibuat. Selanjutnya KSAP melakukan pembahasan 

dan finalisasi dengan meninjadu dan membahas semua masukan yang 

diterima dari publik. Kemudian draft final disetujui oleh anggota KSAP 

untuk disahkan dan diterbitkan secara resmi.  

Standar yang telah diterbitkan menjadi pedoman yang wajib 

digunakan oleh seluruh entitas pemerintahan dalam menyusun 

laporan keuangan (Marliani, 2025; Pranata, 2024; Salamah, 2024). 

Pengawasan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di 

tingkat Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal 

sebagai unit pengawas internal yang berada di setiap kementerian dan 

lembaga negara. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan 

pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan keuangan di 

bawah kementerian/lembaga sesuai dengan SAP dan peraturan yang 

berlaku. Peran Inspektorat Jenderal di tingkat daerah dilaksanakan 

oleh Inspektorat Daerah.  

Selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) sebagai lembaga pengawas internal pemerintah di bawah 

presiden berperan sebagai pembina dan auditor internal yang 

memberikan asistensi teknis dan pendampingan untuk memastikan 

sistem akuntansi dan pengendalian internal berjalan dengan baik. 

BPKP memiliki perwakilan di daerah yang berperan sebagai pembina 

dan auditor internal di tingkat daerah.  

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas 

eksternal tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan konstitusional 

untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat termasuk 

seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN. Meskipun berstatus 

sebagai lembaga negara, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi 

yang bertugas mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah 
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(provinsi, kabupaten, dan kota). Audit BPK dilakukan berdasarkan 

kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

temuannya dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan.  

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga memiliki 

fungsi pengawasan politik terhadap laporan pertanggungjawaban 

keuangan yang disampaikan oleh presiden. Di tingkat daerah fungsi 

pengawasan serupa dengan yang dilakukan DPR RI dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan 

pengawasan politik terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan 

yang disampaikan oleh kepala daerah. Meskipun DPR RI dan DPRD 

tidak melakukan audit teknis, namun memiliki fungsi pengawasan 

sangat penting dalam sistem check and balance (Pranata, 2024; 

Salamah, 2024). 
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Pendahuluan 
Globalisasi dan industrialisasi telah memengaruhi banyak aspek 

kehidupan dalam beberapa dekade terakhir, menimbulkan tantangan 

lingkungan dan ekonomi. Dampak positif dari aktivitas ekonomi 

meliputi peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja 

baru, dan kemajuan teknologi.  

Di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan seringkali 

menimbulkan kekhawatiran serius. Konsekuensi yang seringkali 

diabaikan antara lain isu-isu seperti polusi udara, degradasi 

ekosistem, limbah industri, dan kenaikan suhu global. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif pelestarian 

lingkungan dan pembangunan ekonomi selaras. Perusahaan memiliki 

tanggung jawab besar untuk mengurangi dampak lingkungan dari 

operasi mereka karena mereka merupakan pemain penting dalam 

dinamika ekonomi.  

Metode Akuntansi Hijau merupakan solusi yang relevan dan 

kreatif dalam hal ini. Tujuan akuntansi hijau adalah memasukkan 

pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi organisasi. 

Metode ini memungkinkan pencatatan sistematis dan pelaporan 

publik atas berbagai biaya lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, 

inisiatif konservasi sumber daya, dan mitigasi emisi karbon (Michie, 

1994). 

Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap 

bisnis merupakan keuntungan utama penerapan akuntansi hijau. 

Perusahaan yang mencantumkan isu lingkungan dalam laporan 

keuangannya tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga 

memperkuat merek mereka di pasar yang semakin kompetitif. Bisnis 

yang mengutamakan keberlanjutan semakin mendapatkan dukungan 

dari investor dan pelanggan.  

Oleh karena itu, akuntansi hijau merupakan alat strategis untuk 

menambah nilai bagi bisnis. Mengingat masalah serius terkait 

kerusakan lingkungan, terdapat urgensi yang semakin meningkat di 

Indonesia untuk mengadopsi Akuntansi Hijau. Mengingat kekayaan 

sumber daya alam negara ini, pengelolaan sumber daya yang 

bijaksana sangatlah penting. Salah satu cara praktis untuk mendorong 

bisnis menerapkan Akuntansi Hijau adalah dengan menerapkan 

program pemerintah seperti PROPER.  
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Gambar 5.1: Dari Akuntabilitas Menuju Transparansi 

Sumber: Diadaptasi dari Gortner, Nichols dan Ball, 2007:195. 

 

Transparansi, akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan 

daya tanggap merupakan beberapa aspek akuntabilitas. Definisi 

pertama transparansi adalah kemudahan memperoleh informasi 

mengenai operasional dan kinerja suatu organisasi. Kedua, 

akuntabilitas menggambarkan prosedur yang menjamin individu 

dan/atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan upaya 

mereka, memberikan sanksi atas pelanggaran dan memberikan 

penghargaan atas keunggulan. 

Faktor ketiga adalah pengendalian, yang menggambarkan kondisi 

dimana organisasi memenuhi tujuan utamanya dengan tepat. Faktor 

keempat adalah tanggung jawab, yang menunjukkan kepatuhan 

organisasi terhadap persyaratan hukum yang relevan. Faktor kelima 

adalah daya tanggap, yang merupakan minat dan upaya organisasi 

untuk memenuhi harapan penting para pemangku kepentingan, yang 

terwujud dalam keinginan dan tuntutan yang dinyatakan dengan jelas. 

Pertanyaan utama tentang faktor penentu ini ditunjukkan dalam tabel 

di bawah. 
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Tabel 5.1: Pertanyaan Kunci Determinan Dimensi 

Akuntabilitas 

Sumber: Aman, Al-Shbail, dan Mohammed, 2013:17. 

 

Kesimpulan 

Pengkajian berbagai aspek akuntabilitas, seperti transparansi, 

akuntabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas, 

mengarah pada kesimpulan bahwa organisasi sektor publik umumnya 

gagal menunjukkan tingkat akuntabilitas yang optimal.  

Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan organisasi sektor 

publik untuk sepenuhnya menjustifikasi penggunaan sumber daya 

publik dalam menjalankan operasi, kebijakan, program, dan proyek 

rutin mereka. Tidak ada organisasi sektor publik di negara demokrasi 

seperti Indonesia yang mampu mengabaikan akuntabilitas. 

Di masa depan, organisasi publik dapat mengelola berbagai 

kegiatan, termasuk masukan, proses, keluaran, dan hasil, serta 

bagaimana lingkungan bereaksi terhadap hasil-hasil ini, dengan 

menggunakan dimensi akuntabilitas sebagai dasar. Dengan 

memahami aspek-aspek akuntabilitas, organisasi publik akan mampu 

mempertanggungjawabkan diri kepada publik dan meningkatkan 

kinerjanya di masa mendatang. 
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Pendahuluan  
Secara umum, Perencanaan Keuangan Negara dapat didefinisikan 

sebagai proses sistematis dan terintegrasi dalam menentukan 

kebijakan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengalokasikan dana 

untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

negara dan pembangunan dalam periode waktu tertentu, demi 

mencapai tujuan negara.  

Anggaran ini merupakan cerminan dari kebijakan publik dan 

prioritas pembangunan. Pemerintah dapat menetapkan APBN dan 

APBD untuk menetapkan dana negara akan dikelola untuk 

mendukung keperluan dan program pelayanan kepada masyarakat, 

yang terdiri dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh dan 

pengeluaran yang diperlukan.  

Perencanaan keuangan negara merupakan inti dari manajemen 

fiskal suatu negara, yang diwujudkan melalui dua instrumen utama: 

Pada Tingkat Negara atau Pusat yaitu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan pada Tingkat daerah itu 

sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
1. Definisi APBN 

APBN merupakan jenis perencanaan keuangan tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. Masa berlaku tahun anggaran adalah 

satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 

Desember. 

 

2. Fungsi APBN 

APBN berfungsi sebagai detail data keuangan negara yang 

mencakup program kerja yang terdiri dari pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah dalam suatu tahun periode anggaran, 

bukan hanya angka saja tapi program kerja yang dilakukan oleh 

pemerintah.  Adapun fungsi APBN sebagai berikut: 

a. Fungsi Otorisasi 

Fungsi otorisasi sebagai dasar bagi pemerintah dalam 

menjalankan program pendapatan dan belanja negara yang 
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terjadi pada tahun tersebut. Pengeluaran tidak boleh melebihi 

batas yang ditetapkan. Perencanaan keuangan negara 

memberikan legitimasi dan otorisasi atas segala aktivitas 

penerimaan dan pengeluaran. 

1) Dasar Hukum Pengeluaran (Fungsi Otorisasi): merupakan 

dasar hukum tertinggi bagi pemerintah untuk 

membelanjakan uang negara yang disahkan dalam Undang-

undang. Tanpa perencanaan ini, setiap pengeluaran akan 

ilegal dan tidak memiliki akuntabilitas. 

2) Kepatuhan: Perencanaan memastikan bahwa hak negara 

untuk memungut pajak dan kewajiban untuk membiayai 

layanan publik dijalankan sesuai konstitusi dan peraturan 

yang berlaku. 

b. Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan sebagai pedoman anggaran APBN dalam 

menentukan kegiatan program kerja pendapatan dan belanja 

yang terjadi pada tahun bersangkutan. Anggaran diharapkan 

dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. 

c. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan menganggap Anggaran negara dijadikan 

sebagai pedoman anggaran dalam menentukan dan mengukur 

kegiatan program kerja pemerintah negara sudah sesuai atau 

tidak dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam UU tentang 

APBN.  

d. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi menyatakan bahwa Anggaran negara dapat 

ditujukan untuk meminimalisir terjadi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perekonomian. Perencanaan memaksa pemerintah 

untuk menetapkan prioritas, memastikan sumber daya yang 

terbatas dialokasikan ke sektor yang paling membutuhkan. 

1) Keterkaitan Pembangunan: perencanaan keuangan 

menjamin adanya keterkaitan antara RPJM merupakan 

rencana Pembangunan jangka menengah dengan anggaran 

yang ditetapkan setiap tahunnya. Dana akan diarahkan 

secara tegas pada sektor-sektor prioritas seperti: 
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b. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Saat ini UU No. 

23 Tahun 2014). Undang-undang ini memberikan kewenangan 

otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri, termasuk kewenangan dalam mengelola 

keuangannya (perencanaan APBD) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah: Ini adalah aturan teknis paling 

penting untuk penyusunan dan penetapan APBD. PP ini 

mengatur seluruh proses mulai dari penyusunan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) hingga penetapan Peraturan Daerah tentang 

APBD. 

 

3. Struktur APBD 

Struktur APBD juga terdiri dari tiga komponen utama: 

a. Anggaran Pendapatan Daerah (Penerimaan): 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sumber pendapatan yang 

dikumpulkan sendiri oleh daerah (Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah). 

2) Dana Perimbangan (Transfer dari Pemerintah Pusat): Dana 

yang bersumber dari APBN, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Hibah, Dana Darurat, 

dan lain-lain. 

b. Anggaran Belanja Daerah (Pengeluaran): 

1) Belanja Operasi: belanja untuk kegiatan sehari-hari (Belanja 

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, 

Bantuan Sosial). 

2) Belanja Modal: pengeluaran untuk perolehan aset tetap 

(tanah, peralatan, gedung, jalan, irigasi). 

3) Belanja Tak Terduga: belanja yang tidak dianggarkan 

sebelumnya, seperti penanggulangan bencana. 
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4) Transfer: pemberian uang/barang kepada pihak lain 

(misalnya Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota, Bantuan 

Keuangan). 

c. Pembiayaan Daerah: 

1) Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan 

Pinjaman Daerah. 

2) Pengeluaran Pembiayaan: Pembentukan Dana Cadangan, 

Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Pokok Utang. 

 

Berikut ini adalah bentuk postur APBD salah satu provinsi yaitu 

Provinsi Banten sebagai berikut: 

 
Gambar 6.2: Bentuk Postur APBD Provinsi Banten 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025. 
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4. Siklus APBD 

Siklus APBD mirip dengan APBN, namun melibatkan Pemerintah 

Daerah dan DPRD: 

a. Perencanaan dan Penganggaran (Tahun T-1): 

1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD). 

2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

3) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyusun Rencana 

Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). 

b. Pembahasan dan Penetapan (Tahun T-1): 

1) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD dan 

Nota Keuangan diajukan kepala daerah kepada DPRD. 

2) Pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Daerah 

dan DPRD. 

3) Ranperda APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 

(Perda) tentang APBD (paling lambat satu bulan sebelum 

tahun anggaran dimulai). 

c. Pelaksanaan (Tahun T): 

1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjelasan APBD. 

2) SKPD melaksanakan program kerja dan belanja sesuai 

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD). 

d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban (Tahun T dan T+1): 

1) Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dan BPK Perwakilan 

Daerah. 

2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

3) Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD (Perhitungan APBD) kepada DPRD, yang 

disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD. 

 



Perencanaan Keuangan Publik: APBN dan APBD 

 

91 Siti Hartinah 

Perbedaan APBN dan APBD 

Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai APBN dan APBD 

dapat disimpulkan bahwa APBN dan APBD memiliki perbedaan yang 

signifikan. Berikut ini tabel perbedaan APBN dan APBD sebagai 

berikut: 

 

Tabel 6.2: Perbedaan APBN dan APBD 

Aspek APBN (Pusat) APBD (Daerah) 
Ruang Lingkup Nasional (Seluruh 

Indonesia) 
Regional (Provinsi, 
Kabupaten/Kota) 

Penanggung Jawab Pemerintah Pusat 
(Presiden dibantu 
Menkeu) 

Pemerintah Daerah 
(Kepala Daerah dibantu 
Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah) 

Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) 

Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 

Produk Hukum Undang-Undang (UU) Peraturan Daerah 
(Perda) 

Sumber Utama 
Pendapatan 

Pajak Pusat (PPh, PPN, 
Cukai) dan PNBP 

PAD merupakan Pajak 
dan Retribusi Daerah 
dan Dana Perimbangan 

Transfer Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) 

Tidak ada transfer ke 
entitas di atasnya. 

Sumber: Diolah Penulis.  
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Pengertian Akuntansi Anggaran  

Akuntansi anggaran merupakan suatu teknik pertanggungjawaban 

dan pengendalian manajemen yang sangat fundamental dalam 

pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam lingkup 

pemerintahan pusat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Nomor 62 Tahun 2023, akuntansi anggaran berfungsi untuk 

membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, serta 

pembiayaan pemerintah agar sesuai dengan anggaran yang telah 

disusun, disahkan, dan dialokasikan secara formal. 

Secara esensial, akuntansi anggaran adalah sistem pencatatan 

dan pelaporan yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan 

realisasi anggaran agar tetap sesuai dengan rencana yang telah 

disetujui oleh otoritas legislatif dan eksekutif. Sistem ini 

memungkinkan pemerintah untuk melakukan pencatatan secara 

sistematis terhadap komitmen, pengeluaran, penerimaan, dan 

pembiayaan sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku. 

Akuntansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pencatatan, melainkan juga sebagai instrumen pengendalian yang 

menjamin penggunaan dana publik dilakukan secara efisien, efektif, 

dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, 

akuntansi anggaran menjadi salah satu pilar utama dalam 

pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. 

 

Fungsi dan Tujuan Akuntansi Anggaran  

Menurut Mardiasmo (2020) , akuntansi anggaran berfungsi sebagai 

alat utama dalam sistem pengendalian keuangan pemerintah dan 

organisasi sektor publik. Fungsi utamanya adalah mencatat, 

mengklasifikasikan, dan melaporkan semua transaksi yang 

berhubungan dengan anggaran.  

Dengan sistem ini, organisasi dapat memantau realisasi anggaran 

secara sistematis, sehingga memudahkan dalam mengendalikan 

penggunaan dana agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Selain itu, akuntansi anggaran juga memberikan informasi penting 

bagi pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. 
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1. Legalitas: anggaran harus didasarkan pada peraturan dan otorisasi 

hukum yang jelas agar pelaksanaannya sah. 

2. Transparansi: proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

harus terbuka sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat 

mengakses informasi keuangan. 

3. Disiplin Fiskal: pengeluaran harus dijaga agar tidak melebihi 

kemampuan keuangan agar stabilitas fiskal terjaga. 

4. Fleksibilitas: anggaran harus cukup adaptif terhadap perubahan 

kondisi ekonomi dan kebutuhan organisasi. 

 

Peran Akuntansi Anggaran Dalam Pengambilan Keputusan 

Akuntansi anggaran merupakan alat penting yang digunakan oleh 

manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang 

disediakan oleh akuntansi anggaran membantu manajemen 

merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi secara efektif. 

1. Perencanaan Strategis dan Operasional 

Menurut Horngren et al. (2013), anggaran adalah “rencana 

keuangan yang diungkapkan dalam bentuk kuantitatif yang 

menghubungkan tujuan organisasi dengan kegiatan 

operasionalnya” (hlm. 456). Dengan anggaran, manajemen dapat 

menetapkan sasaran dan merinci aktivitas yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

2. Pengendalian Kinerja 

Garrison, Noreen, dan Brewer (2018) menegaskan bahwa 

“anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang 

memungkinkan manajer membandingkan hasil aktual dengan 

anggaran yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif 

bila diperlukan” (hlm. 523). Hal ini mempermudah manajemen 

untuk memantau dan menyesuaikan kinerja organisasi secara 

tepat waktu. 

3. Pengambilan Keputusan Operasional dan Investasi 

Hilton dan Platt (2013) menyatakan bahwa “data anggaran 

memberikan dasar yang andal bagi manajemen dalam mengambil 

keputusan operasional maupun investasi dengan memprediksi 
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sumber daya yang diperlukan dan potensi hasilnya” (hlm. 389). 

Dengan demikian, keputusan bisnis menjadi lebih terinformasi dan 

terukur. 

4. Komunikasi dan Koordinasi Antar Bagian 

Horngren et al. (2013) juga menggarisbawahi bahwa “proses 

penyusunan anggaran memfasilitasi komunikasi dan koordinasi 

antar berbagai bagian organisasi sehingga meningkatkan sinergi 

dan konsistensi dalam pelaksanaan rencana” (hlm. 460). 

 

Tantangan dan Masalah Dalam Akuntansi Anggaran 

1. Kesalahan Umum Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan 

Anggaran 

Kesalahan dalam penyusunan anggaran sering kali terjadi karena 

asumsi yang kurang realistis, data yang tidak akurat, atau 

kurangnya keterlibatan berbagai pihak terkait. Menurut Garrison,  

Noreen, dan Brewer (2018), “anggaran yang tidak didasarkan pada 

data yang valid dapat menyebabkan perencanaan yang salah dan 

pengambilan keputusan yang tidak tepat” (hlm. 510). Selain itu, 

dalam pelaksanaan, kurangnya pengawasan dan ketidakpatuhan 

terhadap anggaran dapat menyebabkan penyimpangan yang 

signifikan dari rencana awal. 

2. Hambatan Implementasi Akuntansi Anggaran 

Implementasi akuntansi anggaran seringkali menghadapi berbagai 

hambatan seperti resistensi dari staf, kurangnya pelatihan, dan 

keterbatasan sistem teknologi informasi. Hilton dan Platt (2013) 

menjelaskan bahwa “hambatan budaya organisasi dan 

keterbatasan infrastruktur teknologi merupakan faktor utama 

yang menghambat efektivitas sistem akuntansi anggaran” (hlm. 

420). Hal ini menyebabkan proses penganggaran menjadi kurang 

efisien dan sulit diintegrasikan dalam pengambilan keputusan 

sehari-hari. 

3. Etika Dalam Penyusunan dan Pelaporan Anggaran 

Aspek etika juga menjadi tantangan penting dalam akuntansi 

anggaran. Praktik manipulasi anggaran seperti padding budget 

(menambah anggaran secara tidak perlu) dapat menyesatkan 
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manajemen dan pemangku kepentingan. Horngren et al. (2013) 

menyatakan bahwa “integritas dan transparansi dalam 

penyusunan anggaran sangat penting agar anggaran dapat menjadi 

alat yang kredibel dan dapat dipercaya” (hlm. 475). Oleh karena itu, 

etika profesional harus dijunjung tinggi untuk menghindari 

penyalahgunaan informasi anggaran. 

4. Studi Kasus dan Contoh Praktis 

Salah satu contoh penerapan akuntansi anggaran di sektor publik 

adalah penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance-based 

budgeting) di sebuah pemerintah daerah di Indonesia. Sistem ini 

mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja 

yang terukur, sehingga setiap unit kerja wajib melaporkan hasil 

pencapaian programnya. 

Hilton dan Platt (2013) menjelaskan bahwa “anggaran 

berbasis kinerja meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 

dalam penggunaan dana publik dengan menekankan hasil dan 

dampak dari program yang dibiayai” (hlm. 450). Dalam kasus ini, 

pemerintah daerah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik dengan melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi 

anggaran dan capaian kinerja, serta menyesuaikan anggaran 

berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 

5. Tantangan Dalam Studi Kasus 

Meskipun sistem anggaran berbasis kinerja memberikan banyak 

manfaat, penerapannya juga menghadapi beberapa hambatan 

seperti resistensi birokrasi, kurangnya kapasitas sumber daya 

manusia, dan keterbatasan sistem informasi. Horngren et al. 

(2013) menyoroti bahwa “tantangan utama dalam penganggaran 

sektor publik adalah memastikan bahwa data kinerja yang 

dilaporkan akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan 

keputusan” (hlm. 472). 
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Pendahuluan 

Pendapatan dalam sektor publik merupakan salah satu komponen 

utama yang mendukung keberlangsungan fungsi dan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat. Tanpa pendapatan yang memadai, 

pemerintah tidak dapat menjalankan berbagai program 

pembangunan, pelayanan publik, maupun pemeliharaan infrastruktur 

secara optimal. 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan 

masyarakat dan dinamika ekonomi global, peran pendapatan sektor 

publik menjadi semakin strategis. Pemerintah dituntut untuk mampu 

mengelola sumber-sumber penerimaan negara secara efektif agar 

dapat memenuhi target pembangunan nasional dan memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks desentralisasi 

fiskal yang dianut Indonesia, pendapatan sektor publik juga menjadi 

indikator kemandirian dan kapasitas fiskal suatu daerah dalam 

mengelola urusan domestiknya. 

Pentingnya pendapatan sektor publik tidak hanya terletak pada 

jumlahnya, tetapi juga pada bagaimana pendapatan tersebut dikelola. 

Dalam era reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi publik, 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan 

menjadi isu krusial. Masyarakat kini semakin kritis terhadap 

penggunaan dana publik dan menuntut adanya keterbukaan serta 

pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang diterima dan 

dibelanjakan oleh negara. 

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai 

sumber-sumber pendapatan, karakteristik, serta mekanisme 

pengelolaannya menjadi penting tidak hanya bagi aparatur 

pemerintah, tetapi juga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan 

masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

pendapatan yang diperoleh negara benar-benar digunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan 

dalam konstitusi. 

Menurut International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB, 2020), pendapatan sektor publik adalah penerimaan atau 

hak untuk menerima sejumlah manfaat ekonomi atau sosial yang 
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kompeten agar proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan 

pendapatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan pengelolaan 

yang akuntabel, pemerintah dapat menyusun anggaran yang realistis 

dan melakukan evaluasi kinerja fiskal secara tepat waktu. 

 

Jenis-Jenis Pendapatan di Sektor Publik 

Pendapatan di sektor publik berasal dari berbagai sumber yang 

menjadi tulang punggung pembiayaan aktivitas pemerintahan. 

Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis pendapatan ini sangat 

penting dalam upaya pengelolaan keuangan publik yang efektif dan 

berkelanjutan. 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

diperoleh pemerintah daerah secara mandiri tanpa bergantung 

pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Fitriani dan 

Sudirman (2021), PAD mencakup pendapatan dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian 

fiskal daerah dan memperkuat otonomi daerah. Namun, Susanto 

dan Prasetyo (2023) mencatat bahwa PAD seringkali masih 

terbatas oleh kapasitas daerah dalam mengelola potensi sumber 

daya lokal dan sistem pemungutan pajak yang belum optimal, 

sehingga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap 

dana transfer pusat. 

Namun, Susanto dan Prasetyo (2023) mencatat bahwa PAD di 

banyak daerah masih terbatas karena kurangnya optimalisasi 

potensi lokal serta lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan. 

Digitalisasi pelayanan pajak daerah dan peningkatan kualitas 

sumber daya manusia menjadi strategi penting dalam memperkuat 

PAD (Harahap & Setyawan, 2021). 

 

2. Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima pemerintah 

daerah dari pemerintah pusat atau sumber lainnya seperti hibah 

luar negeri. Menurut Lestari dan Hidayat (2022), pendapatan 
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2. Pendapatan Berbasis Penerimaan Atau Berbasis Akrual 

Penggunaan basis akuntansi berbasis kas atau akrual juga 

menimbulkan isu penting. Menurut Saputra dan Dewi (2023), 

meskipun SAP sudah mengadopsi basis akrual, banyak pemerintah 

daerah masih menggunakan basis kas karena keterbatasan sistem 

dan sumber daya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang 

seharusnya diakui pada periode berjalan tertunda pencatatannya, 

mengurangi relevansi dan ketepatan informasi. 

3. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pengakuan Pendapatan 

Kebijakan fiskal yang berubah-ubah, seperti penyesuaian tarif 

pajak, insentif fiskal, dan peraturan baru, turut mempengaruhi 

pengakuan dan pengukuran pendapatan. Anggraini dan Kurniawan 

(2021) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan sering 

menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan dan bagaimana 

pendapatan harus diakui, terutama pada transaksi kompleks 

seperti pajak penghasilan dan hibah luar negeri. 

 

Studi Kasus dan Contoh Praktis 

Penerapan akuntansi pendapatan di sektor publik dapat lebih 

dipahami melalui studi kasus dan contoh praktis yang 

menggambarkan tantangan dan solusi dalam pencatatan serta 

pelaporan pendapatan pemerintah daerah. 

1. Contoh Pencatatan Pendapatan Daerah 

Menurut Firmansyah dan Wicaksono (2022), salah satu contoh 

pencatatan pendapatan daerah dapat dilihat pada pencatatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Dalam 

praktiknya, pemerintah daerah mencatat piutang pajak saat hak 

atas pajak timbul dan mengakui pendapatan sesuai prinsip akrual, 

walaupun penerimaan kas belum terjadi. Contoh jurnal yang 

digunakan memastikan keterlacakan dan akurasi laporan 

keuangan. 

2. Analisis Kasus Audit Pendapatan Pemerintah Daerah 

Dalam audit pendapatan pemerintah daerah, Nugroho dan Utami 

(2023) mengungkapkan beberapa temuan terkait kurangnya 

dokumentasi pendukung dan kelemahan pengendalian intern yang 
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menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan 

dan yang sebenarnya diterima. Studi ini menekankan pentingnya 

peningkatan transparansi dan pengawasan untuk mengoptimalkan 

pendapatan daerah. 
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2. Prinsip Pengakuan Belanja 

Belanja diakui berdasarkan prinsip akrual yang berarti pengakuan 

belanja terjadi pada saat kewajiban yang mengakibatkan 

penurunan nilai kekayaan bersih terpenuhi, meskipun kas belum 

dikeluarkan (PSAP 07 Tahun 2010, 2025). Hal ini berarti bahwa 

pengeluaran belanja dicatat pada saat terjadi kewajiban, bukan 

ketika dana benar-benar dibayar.  

Dalam laporan keuangan pemerintah (Laporan Operasional) 

basis akrual berarti pendapatan diakui pada saat memperoleh 

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan 

dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan 

penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas 

belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau 

entitas pelaporan.  

Sementara untuk (Neraca) berarti bahwa aset, kewajiban dan 

ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada 

saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan 

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. Belanja diatur dalam konteks anggaran 

pemerintah, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara) untuk pemerintah pusat, maupun APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pemerintah daerah.  

Belanja ini digunakan untuk pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah disetujui dalam anggaran, dan pengelolaannya 

harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan anggaran 

tersebut akan mempengaruhi posisi anggaran dan harus 

dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan.  

Komponen Laporan Keuangan pokok untuk Pemerintah 

terdiri dari: Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

(Laporan Perubahan SAL), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 

Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 
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Rp.1.000.000.000, maka Efisiensi = (1.200/1.000.000.000) × 100% 

= 0,00012% (Arum et al., 2023). Dalam hal ini, efisiensi program 

tersebut sangat rendah, yang menunjukkan bahwa penggunaan 

sumber daya tidak optimal. Berikut adalah contoh tabel yang 

menggambarkan analisis efektivitas dan efisiensi belanja pada 

suatu program pemerintah: 

 

Tabel 9.10: Tabel Efektivitas dan Efisiensi Belanja 
Thn Target 

Belanja 
(Rp) 

Realisasi 
Belanja 

(Rp) 

Efektivit
as (%) 

Output 
(unit) 

Input 
(Rp) 

Efisie
nsi 
(%) 

2021 1.000.000.0
00 

950.000.0
00 

95% 1.200 1.000.0
00.000 

0,000
12% 

2022 1.200.000.0
00 

1.150.000
.000 

95,83% 1.500 1.200.0
00.000 

0,000
12% 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Dari tabel 9.10 di atas, dapat dilihat bahwa meskipun 

efektivitas program cukup tinggi (di atas 90%), efisiensi 

penggunaan sumber daya masih sangat rendah. Hal ini 

menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan 

efisiensi dalam penggunaan anggaran. 

Analisis efektivitas dan efisiensi belanja memberikan 

gambaran yang jelas mengenai sejauh mana anggaran yang 

dialokasikan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan seberapa 

optimal penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut. 

Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala 

terhadap kedua aspek ini guna meningkatkan kinerja pengelolaan 

anggaran dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan 

secara efektif dan efisien (Junaid et al., 2025). 
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Pendahuluan 

Sebagaimana yang berlaku dalam akuntansi sektor publik, aset adalah 

sumber daya moneter yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah dan 

penggunaannya diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Manajemen aset yang tepat dan pencatatan yang akurat 

sangat penting bagi pengelolaan dana negara yang terbuka, jujur, dan 

efektif. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, ketika 

masyarakat dan pemerintah menantikan keuntungan ekonomi dan 

sosial masa depan dari sumber daya keuangan yang dimiliki atau 

dikendalikan pemerintah sebagai hasil peristiwa sebelumnya, kita 

katakan bahwa sumber daya ini adalah aset. 

Dalam laporan keuangan pemerintah, aset merupakan bagian 

dari neraca (balance sheet) yang mencerminkan kekayaan 

negara/daerah. Oleh karena itu, akuntansi untuk aset bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan 

mengenai nilai, kondisi, dan perubahan yang terjadi atas aset tersebut. 

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi aset pada sektor publik 

memiliki fungsi strategis untuk: 

1. Menyajikan informasi kekayaan pemerintah. 

2. Memberikan dasar perhitungan beban penyusutan dan 

pengelolaan aset. 

3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik 

negara/daerah. 

4. Menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan 

publik. 

 

Pengertian dan Konsep Dasar Aset dalam Sektor Publik 

Secara umum, aset dalam akuntansi sektor publik tidak hanya terbatas 

pada barang berwujud (seperti tanah, bangunan, kendaraan, 

peralatan), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (seperti hak 

paten, perangkat lunak, dan goodwill) yang dimiliki oleh pemerintah.  

Menurut Halim dan Kusufi (2014), aset sektor publik memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 
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Pengendalian dan Inventarisasi Aset Pemerintah 

1. Pengendalian Aset 

Pengendalian aset bertujuan untuk: 

a. Menjamin keamanan fisik dan legalitas aset. 

b. Memastikan aset digunakan sesuai peruntukan. 

c. Mencegah kehilangan, penyalahgunaan, dan kerusakan. 

d. Menyediakan data yang akurat untuk penyusunan laporan 

keuangan. 

Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengendalian aset 

dilakukan melalui sistem pencatatan dan inventarisasi yang akurat. 

 

2. Inventarisasi Aset 

Proses pengumpulan informasi, pendokumentasian, dan pelaporan 

aset di bawah kendali pemerintah dikenal sebagai inventaris. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan 

melibatkan Satuan Kerja Pengelola Barang (SKPB). Proses 

inventarisasi meliputi: 

1. Pemeriksaan fisik aset. 

2. Rekonsiliasi antara catatan pembukuan dan data lapangan. 

3. Penyesuaian apabila ditemukan aset rusak, hilang, atau tidak 

digunakan lagi. 

 

Penyajian dan Pengungkapan Aset Dalam Laporan 

Keuangan 

Baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merinci aset pemerintah, 

terutama pada neraca. 

1. Penyajian di Neraca 

Aset disajikan berdasarkan klasifikasi berikut: 
a. Aset Lancar. 

b. Investasi Jangka Panjang. 

c. Aset Tetap. 

d. Aset Tak Berwujud. 

e. Aset Lainnya. 
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Nilai buku aset pada neraca adalah jumlah biaya perolehannya 

dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. 

 

2. Pengungkapan (Disclosure) 

Pemerintah wajib mengungkapkan rincian dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK), termasuk: 

a. Kebijakan akuntansi aset (pengakuan, pengukuran, 

penyusutan). 

b. Rincian aset berdasarkan jenis dan nilai. 

c. Perubahan saldo aset (penambahan, pengurangan, revaluasi). 

d. Aset yang dijaminkan atau sedang dalam sengketa. 

 

Tabel 10.1: Contoh Format Penyajian (Ringkas) 

Jenis Aset Nilai Perolehan 
Akumulasi 

Penyusutan 
Nilai Buku 

Tanah Rp.2.500.000.000 - Rp.2.500.000.000 
Gedung dan 
Bangunan 

Rp.5.000.000.000 Rp.1.250.000.000 Rp.3.750.000.000 

Peralatan 
dan Mesin 

Rp.1.200.000.000 Rp.600.000.000 Rp.600.000.000 

Jalan, 
Irigasi, dan 
Jaringan 

Rp.4.500.000.000 Rp.900.000.000 Rp.3.600.000.000 

Aset Tak 
Berwujud 

Rp 150.000.000 Rp.50.000.000 Rp.100.000.000 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

 

Contoh Jurnal Akuntansi Aset 

Berikut contoh beberapa transaksi aset pemerintah beserta jurnal 

akuntansinya. 

1. Pembelian Aset Tetap 

Pemerintah daerah membeli peralatan laboratorium senilai 

Rp.500.000.000 secara tunai. 

Dr. Aset Tetap – Peralatan dan Mesin     Rp.500.000.000.   

Cr. Kas                                         Rp.500.000.000. 
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2. Penerimaan Aset Hibah 

Pemerintah menerima hibah tanah dari masyarakat senilai 

Rp.1.000.000.000. 

Dr. Aset Tetap – Tanah                     Rp.1.000.000.000.  

Cr. Pendapatan Hibah Aset Tetap              Rp.1.000.000.000. 

3. Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Gedung kantor selesai dibangun dengan biaya Rp3.000.000.000 

dan siap digunakan. 

Dr. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan      Rp.3.000.000.000.  

Cr. Konstruksi Dalam Pengerjaan              Rp.3.000.000.000. 

 

4. Pengakuan Penyusutan 

Beban penyusutan kendaraan dinas sebesar Rp.54.000.000. Per 

tahun. 

Dr. Beban Penyusutan Kendaraan       Rp.54.000.000.   

Cr. Akumulasi Penyusutan Kendaraan       Rp,54.000.000. 

 

5. Penghapusan Aset karena Rusak Berat 

Sebuah kendaraan dinas rusak berat dengan nilai buku 

Rp25.000.000 dihapuskan. 

Dr. Akumulasi Penyusutan Kendaraan   Rp.175.000.000.  

Dr. Beban Penghapusan Aset            Rp.25.000.000.   

Cr. Aset Tetap – Kendaraan                Rp.200.000.000. 
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Definisi Akuntansi Kewajiban 

Dalam akuntansi, utang adalah utang yang berasal dari kejadian 

sebelumnya yang menyebabkan kehilangan uang.  Sistem akuntansi 

kewajiban, di sisi lain, adalah suatu proses yang dimulai saat 

seseorang membeli atau membeli jasa atau barang dengan kredit dan 

dibuktikan dengan dokumen yang sah hingga utang yang 

bersangkutan diselesaikan atau dibayar. 

Menurut saat tanggal jatuh tempo, kewajiban bisa 

diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang. Ada beberapa sebagai berikut: 

1. Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek (Kurang Dari 1 Tahun)  

Adalah kewajiban yang akan segera dibayar atau kurang dari 1 

tahun setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban kewajiban tersebut 

adalah  jangka pendek termasuk utang dagang, utang bunga, 

pinjaman jangka pendek, utang lancar jangka panjang, pendapatan 

yang akan diterima, utang belanja, dan utang-utang jangka pendek 

lainnya. 

 

2. Kewajiban-Kewajiban Jangka Panjang 

Ini adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih 

dari dua belas bulan dari tanggal pelaporan.  Berutang kepada 

pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan 

bukan bank, dan masyarakat adalah beberapa contoh utang jangka 

panjang.  Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 

bulan dapat dianggap sebagai kewajiban jangka panjang jika:  

a. Jangka waktu awal adalah lebih dari 12 bulan;  

b. Entitas berencana untuk mendanai kembali (refinance) 

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan tujuan 

tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan 

kembali (refinance) atau penjadwalan kembali pembayaran, 

yang diselesaikan sebelum pelaporan. 

 

Akuntansi Kewajiban Sektor Publik 

Akuntansi kewajiban sektor publik merupakan bagian penting dari 

sistem akuntansi pemerintahan yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan seluruh 



Akuntansi Untuk Kewajiban 

 

165 Agus Hendrawan 

tersebut.  PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut 

berdasarkan nota debit:  

Tgl Uraian Debit Kredit 
DDMMYY Beban  Bunga Rp. X - 
 Utang - Rp. X 

c. Pinjaman Jangka Pendek 

Adalah merupakan pinjaman antar pemerintah daerah dengan 

pemerintah daerah lainnya/lembaga keuangan bank/lembaga 

keuangan non bank/BLUD yang harus dibayar kembali dalam 

jangka waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari satu 

periode akuntansi. 

Pada saat SKPD menandatangani perjanjian pinjaman 

jangka pendek antara sesama pemerintah daerah yang 

lain/perbankan/lembaga keuangan non bank/BLUD dengan 

menerima nota kredit bank.  

d. Pendapatan yang Diterima Dimuka 

Adalah merupakan besaran kas yang diterima tetapi belum 

diserahkan baik sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah 

daerah. 

Pada saat SKPD menerima kas atas barang atau jasa tetapi 

belum diserahkan sampai dengan tanggal neraca seluruh atau 

sebagian barang/jasa kepada pihak pengguna barang/jasa. Pada 

saat tersebut, SKPD menerima tagihan bank atau dokumen lain 

sejenisnya.  

e. Utang Belanja 

Akuntansi utang belanja di SKPD terdiri dari pencatatan utang 

yang terjadi dan pembayarannya. Jika SKPD membeli barang 

dan jasa yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayar, PPK 

SKPD akan mengakui utang tersebut. Ini terjadi saat 

pembayaran transaksi belum dilakukan.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencatat 

transaksi ini adalah pendekatan aset. 

1) Transaksi pengakuan utang pada saat barang dibeli atau 

didapat tetapi hutang belum dilunasi. 

2) Transaksi pembayaran utang terjadi pada saat pembayaran 

atau pelunasan dilakukan, dengan asumsi menggunakan 

mekanisme TU/GU. 
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Pengertian dan Klasifikasi Ekuitas Dana 
1. Pengertian Ekuitas Dana 

Secara umum, ekuitas merupakan kekayaan bersih suatu entitas. 

Dalam konteks akuntansi pemerintahan, ekuitas dana adalah 

kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan 

kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Ekuitas dana 

mencerminkan hak residual pemerintah atas aset yang dimilikinya 

setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban.  

Penting untuk dicatat bahwa konsep ekuitas dana pada 

pemerintah berbeda dengan ekuitas pada entitas bisnis. Ekuitas 

pemerintah tidak mencerminkan kepemilikan individu atau laba 

yang dapat dibagi kepada pemegang saham. Sebaliknya, ekuitas ini 

sepenuhnya merupakan milik publik dan digunakan untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.  

2. Klasifikasi Ekuitas Dana 

Ekuitas dana pemerintah, terutama pada pemerintah daerah, 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu Ekuitas Dana 

Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI), dan Ekuitas Dana 

Cadangan (EDC). Pengklasifikasian ini membantu para pemangku 

kepentingan untuk memahami bagaimana kekayaan pemerintah 

dialokasikan dan digunakan.  

a. Ekuitas Dana Lancar (EDL) 

Ekuitas Dana Lancar mencerminkan bagian kekayaan bersih 

pemerintah yang tersedia untuk membiayai operasional 

pemerintahan sehari-hari.  

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar 

dan kewajiban jangka pendek. EDL dibentuk dari akumulasi 

saldo dari transaksi keuangan yang bersifat lancar, termasuk; 

1) SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran): SiLPA adalah kas 

yang masih tersisa dari penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan dalam satu tahun anggaran.  

Saldo SiLPA ini digunakan untuk menyeimbangkan 

keuangan pemerintah pada tahun berikutnya dan 

merupakan komponen utama dari Ekuitas Dana Lancar.  

2) Cadangan Piutang dan Persediaan: Ini adalah saldo yang 

terbentuk dari pengakuan piutang dan persediaan yang 

dimiliki oleh pemerintah pada akhir periode akuntansi.  
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b. Contoh Jurnal: jika ditemukan kesalahan pencatatan belanja 

modal yang seharusnya dicatat sebagai aset tetap: 

Debit: Aset Tetap 

Kredit: Ekuitas (pos Koreksi Kesalahan Mendasar). 

c. Revaluasi Aset: revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh 

pemerintah akan mempengaruhi nilai ekuitas. 

1) Tujuan: menyesuaikan nilai aset tetap dengan nilai wajar 

yang berlaku. 

2) Dampak: jika nilai aset naik, ekuitas akan meningkat. 

Sebaliknya, jika nilai aset turun, ekuitas akan berkurang. 

3) Contoh Jurnal: jika hasil revaluasi menunjukkan kenaikan 

nilai aset tetap: 

Debit: Aset Tetap 

Kredit: Ekuitas (pos Perubahan Nilai Revaluasi) 

d. Transfer Masuk dan Keluar Antar Entitas: transaksi transfer 

antar entitas, seperti transfer dana perimbangan atau dana bagi 

hasil, juga mempengaruhi ekuitas. 

e. Contoh Jurnal: Jika SKPD menerima transfer dana dari BUD, 

maka pencatatannya akan mempengaruhi akun ekuitas antar-

entitas.  

 

Format Neraca Sesuai SAP 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, berikut 

adalah format Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta 

contoh Bagan Akun Standar (BAS) yang relevan, terutama untuk 

pemerintah daerah. 

Neraca pemerintah menyajikan posisi keuangan entitas 

pelaporan pada tanggal tertentu. Berbeda dengan neraca perusahaan 

yang memuat modal dan laba ditahan, Neraca pemerintah menyajikan 

ekuitas yang merefleksikan kekayaan bersih publik. 
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Tabel 12.2: Format Neraca Sesuai SAP 

NERACA 

PEMERINTAH [PROVINSI/KABUPATEN/KOTA] 

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 

(Dalam Rupiah)  
ASET 20X1 20X0 

ASET LANCAR     
Kas dan Setara Kas XXX XXX 
Piutang Pajak XXX XXX 
Piutang Retribusi XXX XXX 
Piutang Lainnya XXX XXX 
Persediaan XXX XXX 

JUMLAH ASET LANCAR XXX XXX 
ASET NONLANCAR     
Investasi Jangka Panjang     

Investasi Permanen XXX XXX 
Investasi Nonpermanen XXX XXX 

Aset Tetap     
Tanah XXX XXX 
Peralatan dan Mesin XXX XXX 
Gedung dan Bangunan XXX XXX 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX 
Aset Tetap Lainnya XXX XXX 
Akumulasi Penyusutan (XXX) (XXX) 

Aset Lainnya     
Aset Tak Berwujud XXX XXX 

JUMLAH ASET NONLANCAR XXX XXX 
TOTAL ASET XXX XXX 
KEWAJIBAN DAN EKUITAS     
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK     

Utang Belanja Pegawai XXX XXX 
Utang Belanja Barang XXX XXX 

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG     
Utang Jangka Panjang XXX XXX 

TOTAL KEWAJIBAN XXX XXX 
EKUITAS XXX XXX 
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX 

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019). 

 

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah salah satu komponen utama 

dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi 
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mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan Laporan Operasional (LO) dengan 

Neraca, karena menunjukkan bagaimana hasil operasi selama satu 

periode mempengaruhi posisi ekuitas pada akhir periode tersebut.  

Tujuan utama penyusunan LPE adalah untuk memberikan 

gambaran yang transparan dan akuntabel kepada publik mengenai 

perubahan kekayaan bersih pemerintah. Dengan menyajikan laporan 

ini, pemerintah dapat menjelaskan secara rinci faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan perubahan ekuitas, sehingga para pemangku 

kepentingan dapat menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik.  

Struktur dan komponen laporan perubahan ekuitas: struktur LPE 

pemerintah diatur dalam SAP dan memiliki format yang relatif 

sederhana, tetapi informatif. LPE memuat beberapa komponen utama 

yang menggambarkan perubahan ekuitas selama periode pelaporan. 

Penjelasan mengenai POS LPE dapat dipahami lebih detail berikut ini: 

1. Ekuitas Awal: ini adalah saldo ekuitas pada awal periode 

pelaporan. Saldo ini harus sama dengan saldo ekuitas akhir pada 

periode sebelumnya yang disajikan dalam Neraca.  

2. Surplus atau Defisit-LO: pos ini mencerminkan hasil dari aktivitas 

operasional pemerintah selama periode pelaporan. 

a. Surplus-LO: Apabila jumlah pendapatan-LO lebih besar 

daripada beban-LO. Surplus akan menambah saldo ekuitas. 

b. Defisit-LO: Apabila jumlah pendapatan-LO lebih kecil daripada 

beban-LO. Defisit akan mengurangi saldo ekuitas.  

3. Koreksi: pos koreksi digunakan untuk mencatat penyesuaian yang 

terjadi akibat kesalahan mendasar dari periode sebelumnya atau 

dampak dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh koreksi ini 

termasuk:  

a. Koreksi kesalahan mendasar: Kesalahan pencatatan pada 

periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode 

berjalan. 

b. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi: 

Penyesuaian ekuitas yang terjadi akibat perubahan metode atau 

kebijakan akuntansi. 
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4. Ekuitas Akhir: ini adalah saldo ekuitas pada akhir periode 

pelaporan, yang merupakan hasil perhitungan dari ekuitas awal 

ditambah atau dikurangi dengan surplus/defisit-LO dan koreksi. 

Saldo ekuitas akhir ini harus sama dengan saldo ekuitas yang 

disajikan dalam Neraca pada akhir periode pelaporan. 

 

Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Agar lebih mengerti dan mengetahui gambaran laporan perubahan 

ekuitas, berikut adalah contoh format LPE untuk Pemerintah Daerah.  

 

Tabel 12.3: Format LPE Sesuai SAP 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

PEMERINTAH [PROVINSI/KABUPATEN/KOTA] 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 dan 

20X0 

(Dalam Rupiah)  

Uraian  20X1 20X0 

Ekuitas Awal XXX XXX 

Surplus/(Defisit)-LO XXX XXX 
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 
Akuntansi/Kesalahan Mendasar (XXX) XXX 

Koreksi Nilai Persediaan (XXX) - 

Perubahan Nilai Aset Tetap karena Revaluasi XXX - 

Ekuitas Akhir XXX XXX 

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2019). 

 

Prosedur penyusunan laporan perubahan ekuitas, penyusunan 

LPE melibatkan beberapa langkah terintegrasi: mengidentifikasi saldo 

ekuitas awal: saldo ini diambil dari neraca periode sebelumnya, 

mengidentifikasi surplus atau defisit-LO: saldo ini diambil dari 

Laporan Operasional yang telah disusun pada periode yang sama, 

mengidentifikasi koreksi: koreksi ini berasal dari jurnal koreksi yang 

dibuat selama periode berjalan untuk kesalahan periode sebelumnya 

atau dampak perubahan kebijakan akuntansi, menghitung ekuitas 

akhir: saldo ekuitas akhir dihitung dengan menjumlahkan ekuitas 

awal, surplus/defisit-LO, dan koreksi, membandingkan saldo ekuitas 
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akhir dengan neraca: saldo ekuitas akhir yang dihitung dalam LPE 

harus sama dengan saldo ekuitas yang disajikan dalam Neraca akhir 

periode.  
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Pendahuluan 

Akuntansi Sektor Publik (ASP) merupakan pilar esensial dalam 

kerangka governance modern. Pemisahan ASP dari Akuntansi Sektor 

Swasta terletak pada orientasi tujuannya. Sementara Sektor Swasta 

berfokus pada profitabilitas dan maksimalisasi shareholder value, 

Sektor Publik berorientasi pada akuntabilitas dan penyediaan 

pelayanan publik (Bastian, 2010).  

Sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, yang berasal dari 

pajak, retribusi, dan pinjaman masyarakat, menuntut tingkat 

pertanggungjawaban yang tertinggi. Akuntabilitas, dalam konteks ini, 

didefinisikan sebagai kewajiban manajerial untuk 

mempertanggungjawabkan perolehan dan penggunaan dana publik 

kepada masyarakat dan perwakilan legislatif, meliputi dimensi 

manajerial, politik, dan hukum. 

Urgensi Akuntabilitas dan Transparansi menjadi krusial dalam 

siklus manajemen keuangan negara/daerah. Pemerintah harus dapat 

menunjukkan bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif, 

efisien, dan ekonomis (3E), sekaligus sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Sistem Akuntansi Sektor Publik (SASP) dan Pelaporan 

Keuangan (PKSP) adalah alat utama untuk mewujudkan prinsip 

transparansi fiskal, memungkinkan stakeholder untuk menilai kinerja 

pertanggungjawaban pemerintah. Kegagalan dalam akuntabilitas 

dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat legitimasi 

pemerintahan. 

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sektor publik 

merupakan komponen krusial dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) (Mardiasmo, 2021). 

Melalui sistem akuntansi yang transparan, akuntabel, dan andal, 

pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

negara kepada masyarakat, lembaga legislatif, serta lembaga 

pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntansi 

sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, 

tetapi juga sebagai sarana pengendalian, perencanaan, evaluasi 

kinerja, pertanggungjawaban publik, dan pengambilan keputusan 

kebijakan ekonomi negara. 
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1. Interoperabilitas Sistem dan Integrasi Data 

Tantangan terbesar dalam ekosistem digital adalah 

interoperabilitas antara berbagai sistem informasi pemerintah. 

SASP (misalnya SAKTI atau SIPD) harus terintegrasi secara mulus 

dengan sistem perencanaan (RPJMN/RKPD), penganggaran, dan 

pengawasan (BPK/APIP).  

Seringkali, data masih tersimpan dalam 'silo' yang terpisah, 

menyebabkan redundansi dan inkonsistensi data. Kegagalan 

integrasi ini menghambat real-time reporting dan analisis lintas 

sektoral yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang 

cepat (Kieso et al., 2019).  

Sinkronisasi data antara pencatatan akuntansi dan sistem 

manajemen aset menjadi prasyarat krusial yang sering kali belum 

tercapai sepenuhnya. 

 

2. Risiko Keamanan Siber (Cybersecurity) dan Keandalan Data 

Seiring dengan semakin terpusatnya data keuangan publik dalam 

satu sistem berbasis teknologi (seperti cloud-based ERP 

pemerintah), risiko keamanan siber meningkat secara 

eksponensial. Data keuangan publik sangat sensitif, sehingga 

investasi pada infrastruktur keamanan, enkripsi, dan Disaster 

Recovery Plan (DRP) menjadi mandatori.  

Keandalan PKSP tidak hanya bergantung pada akurasi data 

yang dicatat, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menahan 

serangan siber, memitigasi risiko integritas data, dan memastikan 

ketersediaan data secara kontinu (Romney & Steinbart, 2018). 

Perlindungan data dari ancaman internal dan eksternal menjadi 

komponen tak terpisahkan dari pengendalian internal. 

 

3. Kesenjangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Meskipun sistem telah terotomasi, efektivitasnya tetap bergantung 

pada penguasaan teknologi oleh operator. Kesenjangan 

kompetensi digital di kalangan staf akuntansi, bendahara, dan 

auditor masih menjadi hambatan substansial.  

Staf kini dituntut tidak hanya menguasai prinsip pencatatan 

berbasis akrual, tetapi juga analisis data, keamanan siber dasar, 
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dan pemahaman mendalam tentang alur proses bisnis yang 

terintegrasi (Halim, 2016). Diperlukan program upskilling dan 

sertifikasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa SDM 

mampu memanfaatkan potensi penuh dari SIA yang mahal dan 

kompleks. 

 

4. Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI) 

Era digital membuka potensi untuk mengadopsi teknologi canggih 

seperti Big Data Analytics dan Kecerdasan Buatan (AI). Teknologi 

ini menjanjikan kemampuan untuk audit prediktif, mendeteksi 

anomali anggaran dan fraud secara real-time, serta meningkatkan 

efisiensi proses rekonsiliasi.  

Namun, implementasinya memerlukan investasi teknologi 

yang besar, perubahan regulasi yang mendukung pemanfaatan 

data dalam jumlah masif, dan kesiapan organisasi untuk menerima 

dan menginterpretasikan hasil analisis otomatis (Mardiasmo, 

2021). 

 

Kesimpulan 

Sistem Akuntansi Sektor Publik (SASP) dan Pelaporan Keuangan 

Sektor Publik (PKSP) merupakan dua komponen yang saling 

melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). SASP berfungsi sebagai sistem pengelolaan data 

keuangan yang memastikan seluruh transaksi publik dicatat, 

diklasifikasikan, dan dilaporkan secara akurat dan sistematis, 

sedangkan PKSP berperan dalam menyajikan hasil pengelolaan 

keuangan tersebut ke dalam bentuk laporan yang transparan, dapat 

dibandingkan, serta dapat diaudit oleh pihak independen seperti 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Perkembangan penerapan sistem ini di Indonesia menunjukkan 

kemajuan signifikan sejak diberlakukannya paket regulasi keuangan 

negara dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual melalui PP No. 71 Tahun 2010. Regulasi tersebut 

menjadi fondasi dalam menciptakan keseragaman praktik akuntansi 

di seluruh entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.  
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Penerapan SAP berbasis akrual telah meningkatkan kualitas 

informasi keuangan, memperkuat transparansi fiskal, serta 

memperbaiki pengambilan keputusan publik. Namun demikian, 

keberhasilan implementasinya masih menghadapi sejumlah 

tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, 

ketidakterpaduan sistem informasi, dan inkonsistensi penerapan 

kebijakan akuntansi antarinstansi. 

Dalam konteks global, konvergensi SAP terhadap International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS) mencerminkan komitmen 

Indonesia untuk menyesuaikan praktik akuntansi publik dengan 

standar internasional tanpa mengabaikan konteks lokal. Langkah ini 

tidak hanya meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan 

pemerintah, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam 

transparansi fiskal di tingkat global. 

Ke depan, arah pengembangan SASP dan PKSP akan sangat 

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi tata 

kelola pemerintahan. Implementasi sistem digital seperti Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan mampu meningkatkan 

integrasi data, efisiensi proses pelaporan, dan kecepatan penyediaan 

informasi keuangan secara real-time. Penggunaan teknologi berbasis 

big data, blockchain, dan artificial intelligence juga berpotensi 

memperkuat fungsi pengawasan serta analisis kinerja keuangan 

publik secara prediktif. 

Dengan demikian, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

sektor publik tidak hanya berperan sebagai alat pertanggungjawaban 

administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam 

memperkuat kepercayaan publik, mengoptimalkan pengambilan 

keputusan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana publik 

digunakan secara efisien, efektif, dan transparan untuk kepentingan 

masyarakat luas. 
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Pendahuluan 

Laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu instrumen utama 

untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan negara maupun daerah (Sitepu, 2022). Dalam kerangka tata 

kelola pemerintahan modern, pengelolaan keuangan publik tidak 

hanya dituntut untuk efisien, tetapi juga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi. 

Baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kewajiban 

hukum untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Hal ini sejalan 

dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 Tentang Keuangan Negara,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang RI nomor 

15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa 

laporan keuangan harus disusun berdasarkan dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual. 

Di tingkat pusat, laporan keuangan mencerminkan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara di 

tingkat daerah, laporan keuangan mencerminkan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain, 

laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang telah disahkan 

oleh DPR maupun DPRD. 

Pentingnya laporan keuangan pemerintah tidak hanya terbatas 

pada aspek administratif, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi, 

politik, dan sosial. Laporan keuangan dapat menjadi dasar penilaian 

kesehatan fiskal, kualitas belanja publik, serta keberlanjutan 

pembangunan. Selain itu, laporan keuangan juga merupakan sarana 

komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, legislatif, lembaga 

pengawas, serta pihak internasional seperti donor dan lembaga 

pemeringkat. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai laporan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mencakup teknis akuntansi, 

tetapi juga terkait erat dengan sistem tata kelola keuangan negara 

secara keseluruhan. 
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Aspek Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah 
Konsolidasi LKPP oleh DJPb LKPD oleh BPKD 

Pendapatan Utama 
Pajak nasional, PNBP, 
hibah luar negeri 

PAD, Dana Transfer, 
Retribusi 

Belanja 
Subsidi, belanja K/L, 
transfer ke daerah 

Belanja operasi, 
belanja modal daerah 

Audit BPK RI (pusat) 
BPK Perwakilan di 
daerah 

Fokus 
Stabilitas fiskal, utang, 
pembangunan 
nasional 

Layanan publik lokal, 
PAD, pembangunan 
daerah 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Analisis dan Tantangan 

1. Kendala Teknis 

Beberapa faktor yang menjadi hambatan teknis dalam penyusunan 
laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah: 

a. Keterbatasan SDM akuntansi di daerah, terutama yang belum 

memahami SAP berbasis akrual. 

b. Perbedaan sistem aplikasi keuangan antara pusat dan daerah. 

c. Keterlambatan pelaporan dan konsolidasi data. 

 

2. Kendala Substantif 

Beberapa kendala yang menjadi kendala substantif dalam 

penyusunan LKPP/ LKPD: 

a. Pengelolaan aset tetap, terutama tanah dan bangunan, sering 

tidak tertib pencatatannya. 

b. Piutang pajak pusat maupun retribusi daerah banyak yang 

macet. 

c. Belanja hibah dan bantuan sosial rentan salah saji. 

 

3. Tantangan Masa Depan 
Beberapa tantangan di masa yang akan datang dalam penyusunan 

LKPP/ LKPD: 

a. Integrasi sistem pusat-daerah dalam satu platform digital. 

b. Transparansi berbasis open data untuk masyarakat. 

c. Peningkatan opini WTP dengan memperbaiki kelemahan SPI. 

d. Penguatan kapasitas SDM akuntansi pemerintahan. 
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Pendahuluan  

Analisis terhadap laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk 

menilai sejauh mana pengelolaan keuangan publik dijalankan secara 

efisien, efektif, dan akuntabel (Mahmudi, 2016). Salah satu 

pendekatan yang kerap dipakai adalah analisis rasio keuangan. 

Dengan menggunakan rasio keuangan, tingkat kemandirian, efisiensi, 

efektivitas, serta pertumbuhan keuangan daerah dapat diidentifikasi 

(Pramono, 2014), sehingga informasi ini menjadi dasar yang penting 

untuk pengambilan keputusan dan perbaikan tata kelola keuangan 

pemerintah. 

Laporan keuangan pemerintah disusun sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2010), dan digunakan untuk: 

1. Menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya 

publik, 

2. Menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas belanja, 

3. Menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan 

pembangunan (Tarigan & Nurtanzila, 2014). 

 

Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah 

Analisis laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk: 

1. Menilai kinerja pelaksanaan APBN atau APBD dalam satu periode 

anggaran (Irnawati et al., 2023). 

2. Mengukur tingkat efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan 

pemerintah. 

3. Mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi 

untuk perbaikan kebijakan keuangan. 

4. Memberikan informasi yang relevan bagi DPR/DPRD dan 

masyarakat mengenai penggunaan dana publik. 

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara/daerah (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021) . 

 

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: 
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Pendahuluan 
Audit sektor publik memegang peranan penting dalam memastikan 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah meningkatnya 

tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara yang 

bersih dan efisien, fungsi audit menjadi instrumen utama dalam 

memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan, efektivitas 

program, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Audit tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga 

sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi publik melalui 

rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti. Berbeda dengan audit di 

sektor privat yang berfokus pada pencapaian laba dan kepentingan 

pemegang saham, audit di sektor publik menekankan pada 

pengelolaan sumber daya publik untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Auditor sektor publik harus memperhatikan prinsip ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas dalam menilai kinerja entitas pemerintah, 

sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai integritas dan pelayanan 

publik. Fokus utama audit publik bukan sekadar pada kewajaran 

penyajian laporan keuangan, melainkan juga pada bagaimana 

anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. 

Dengan demikian, audit sektor publik berperan strategis dalam 

memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Melalui 

hasil audit yang independen dan obyektif, publik memperoleh 

informasi yang andal mengenai pengelolaan dana publik, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih 

dan berintegritas. 

 

Konsep Dasar Auditing Sektor Publik 
1. Pengertian Auditing Sektor Publik 

Auditing sektor publik merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai 

pernyataan kegiatan ekonomi dan keuangan suatu entitas publik, 

dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan 

tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.  
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Kesimpulan 

Audit sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam 

menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

negara. Melalui proses pemeriksaan yang sistematis, audit membantu 

memastikan bahwa setiap dana publik digunakan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Audit sektor publik tidak 

hanya berfokus pada kewajaran laporan keuangan, tetapi juga 

mencakup aspek kinerja, kepatuhan, dan audit khusus yang menilai 

efektivitas serta efisiensi program pemerintah. 

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan audit dijalankan oleh 

lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan berbeda namun saling 

melengkapi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor 

eksternal negara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sebagai auditor internal 

pemerintah. Seluruh kegiatan audit berpedoman pada standar 

profesional seperti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

yang disusun berdasarkan International Standards of Supreme Audit 

Institutions (ISSAIs), guna menjamin kualitas dan integritas hasil 

audit. 

Namun, praktik audit sektor publik masih menghadapi sejumlah 

tantangan seperti menjaga independensi auditor, menghindari konflik 

kepentingan, menegakkan etika profesi, serta beradaptasi dengan 

kemajuan teknologi digital dan tuntutan transparansi publik. Oleh 

karena itu, penguatan fungsi audit sektor publik perlu diarahkan pada 

beberapa hal penting. Pertama, memperkuat kapasitas dan 

kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya 

dalam bidang teknologi audit modern seperti e-audit, data analytics, 

dan kecerdasan buatan. Kedua, mempertegas independensi lembaga 

audit dengan memastikan posisi kelembagaan yang bebas dari 

intervensi politik dan birokrasi. Ketiga, meningkatkan sinergi antara 

BPK, BPKP, dan Inspektorat agar pengawasan keuangan negara 

berjalan lebih terpadu dan efektif. 

Selain itu, transparansi hasil audit dan keterlibatan masyarakat 

juga harus terus ditingkatkan. Publikasi hasil audit secara terbuka 
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dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

sekaligus mendorong budaya akuntabilitas di seluruh lembaga negara. 

Dengan demikian, audit sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan 

perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi. 
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Pendahuluan 

Perubahan paradigma dalam akuntansi entitas nirlaba di Indonesia 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis. Sejak diterbitkannya 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

pada tahun 2019, arah pelaporan keuangan lembaga sosial bergeser 

dari orientasi kinerja ekonomi menuju akuntabilitas sosial yang 

berorientasi pada nilai publik, transparansi, dan kepercayaan (trust). 

Pergeseran ini menggantikan pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK) 45, yang selama dua dekade menjadi pedoman 

utama bagi entitas nirlaba. Namun, PSAK 45 lebih menekankan aspek 

teknis pelaporan, bukan pada misi social Lembaga. ISAK 335 hadir 

untuk memperkuat esensi entitas nirlaba: bahwa akuntansi bukan 

hanya sarana pencatatan transaksi, tetapi juga mekanisme moral 

untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana public kepada 

masyarakat luas. 

Di tingkat global, akuntansi entitas nirlaba mengalami perubahan 

serupa. Negara seperti inggris, Australia, dan Selandia Baru telah 

mengintegrasikan nonprofit financial reporting dengan kerangka 

social value (Connolly & Hyndman, 2013). Indonesia melalui ISAK 335 

berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, sembari 

menjaga relevansi dengan konteks lokal yang masuk menekankan 

kepercayaan sosial dan budaya gotong royong sebagai basis legitimasi 

organisasi, dengan demikian, bukan hanya sebuah standar teknis 

tetapi juga simbol pergeseran nilai dalam akuntansi publik. Ia 

mendorong munculnya bentuk pelaporan yang tidak hanya menjawab 

pertanyaan “berapa besar dana digunakan”, tetapi juga  “bagaimana 

dampak sosialnya terhadap masyarakat”. 

 

Karakteristik dan Ekosistem Entitas Nirlaba Di Indonesia 

Entitas nirlaba memiliki karakteristik fundamental yang 

membedakannya dari organisasi bisnis. Tujuan utama mereka 

bukanlah menghasilkan laba, melainkan menciptakan nilai sosial 

(social value creation).  

Menurut Mahsun (2011), entitas nirlaba memperoleh sumber 

daya dari donatur tanpa imbalan ekonomi, tidak berorientasi laba, dan 
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Gambar 17.2: Bentuk Laporan Penghasilan Komprehensif 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

  



Akuntansi Untuk Entitas Nirlaba 

 

259 Syahir Fadli 

Gambar 17.3: Bentuk Perubahan Aset Neto 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Hubungan Dengan Akuntansi Sektor Publik dan Governance 

Walaupun ISAK 335 dirancang untuk lembaga nirlaba, nilai-nilai yang 

dikandungnya juga relevan bagi entitas sektor publik. Kedua jenis 

organisasi sama-sama mengelola sumber daya publik dan 

bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-

prinsip ISAK 335 dapat memperkuat implementasi good governance 

di lembaga pemerintah melalui tiga pilar utama: 
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Pendahuluan  

Dalam dunia akuntansi terdapat dua basis akuntansi. Dua basis 

akuntansi tersebut adalah akuntansi basis kas dan akuntansi basis 

akrual (Praditha et al., 2017). Kedua basis ini memiliki perbedaan 

dalam pengakuan akuntansi. Akuntansi basis kas mencatat transaksi 

pada saat kas masuk dan kas keluar, sedangkan akuntansi basis akrual 

mencatat  transaksi pada saat kejadian ekonomi terjadi (Weygandt et 

al., 2015).  

Perbedaan kedua basis akuntansi tersebut sangat terlihat jelas. 

Yang satu hanya mencatat pada saat kas masuk dan/atau kas keluar, 

sedangkan satu lagi mencatat pada saat kejadian ekonomi terjadi, 

tanpa melihat apakah ada kas masuk maupun kas keluar. Dalam bab 

ini, pembahasan akan berfokus pada akuntansi basis kas dan 

akuntansi basis akrual, dari segi pengertian, penggunaan, kelebihan 

dan kekurangan dari kedua basis tersebut.  

 

Akuntansi Basis Kas  

Akuntansi basis kas merupakan basis akuntansi dimana mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut 

Risal (2023) akuntansi basis kas merupakan proses pencatatan 

transaksi akuntansi pada saat terjadi penerimaan dan/atau 

pengeluaran kas. Akuntansi akan mengakui pendapatan pada saat kas 

diterima dan biaya pada saat kas keluar jika memakai akuntansi basis 

kas (Praditha et al., 2017). Dari penjelasan sebelumnya, pencatatan 

akuntansi basis kas berfokus jika terjadi transaksi yang berhubungan 

langsung dengan kas, baik kas diterima maupun kas keluar.  

Akuntansi basis kas merupakan akuntansi yang paling sederhana 

(Risal, 2023). Ini disebabkan pencatatan dilakukan hanya 

berhubungan dengan kas. Jika ada transaksi yang bersifat utang 

ataupun kredit, maka ini tidak mempengaruhi terhadap pencatatan 

akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi basis kas cocok untuk 

perusahaan UMKM dan kecil (Weygandt et al., 2015). Ini karena 

perusahaan UMKM belum memiliki transaksi yang banyak, sehingga 
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berhubungan dengan kas masuk atau keluar. Pencatatan ini 

menghasilkan akun utang dan piutang. Adanya kedua akun 

tersebut, akuntan harus melakukan banyak estimasi, aturan dan 

pedoman yang berlaku sehingga basis akrual ini membutuhkan 

pemahaman yang sangat tinggi. 

4. Transparansi 

Akuntansi basis kas hanya menampilkan informasi laporan 

keuangan yang hanya berhubungan dengan perubahan kas. Basis 

ini menghasilkan laporan keuangan yang kurang transparan 

karena informasi hanya berupa perubahan kas, tidak menampilkan 

transaksi yang bersifat kredit, seperti utang dan piutang. Berbeda 

dengan akuntansi basis akrual, basis akrual memberikan informasi 

yang lebih lengkap sehingga informasi lebih transparan 

dibandingkan dengan akuntansi basis kas. 

5. Pengambilan Keputusan 

Akuntansi basis kas lebih cocok untuk pengambilan keputusan 

jangka pendek. Ini cocok karena basis kas ini melakukan 

pencatatan berdasarkan perubahan kas. Perubahan kas ini 

biasanya berkaitan dengan operasional secara harian, mingguan 

dan bulanan dimana cocok untuk keputusan jangka pendek. Untuk 

keputusan jangka panjang, akuntansi basis akrual lebih cocok 

untuk keputusan tersebut. Akuntansi basis akrual mencatat utang 

jangka panjang dan piutang, sehingga harus ada estimasi 

perhitungan untuk kedua akun tersebut. Maka dari itu, basis ini 

lebih cocok untuk keputusan jangka panjang. 

6. Pengguna Basis 

Penggunaan akuntansi basis kas lebih cocok untuk pemerintahan, 

lembaga non profit, dan perusahaan kecil maupun UMKM. Ini 

karena kesederhanaan basis ini dalam pencatatan. Untuk akuntansi 

basis akrual, ini lebih cocok untuk perusahaan besar. Basis ini 

mendukung untuk transaksi yang jumlahnya banyak. Pemerintah 

pun sudah menggunakan akuntansi basis akrual sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 
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Pencatatan Akuntansi Basis Kas dan Akuntansi  Basis 

Akrual  
Pencatatan dalam kedua basis ini memiliki perbedaan. Perbedaan 

terjadi pada saat transaksi tersebut berhubungan dengan kas atau 

tidak. Seperti dijelaskan sebelumnya, akuntansi basis kas akan 

mencatat pada saat ada transaksi yang mempengaruhi perubahan kas.  

Berbeda untuk akuntansi basis akrual, pencatatan dilakukan pada 

saat ada transaksi kejadian ekonomi pada saat transaksi terjadi, tanpa 

memperhatikan perubahan kas. Contoh pencatatan menggunakan 

kedua basis tersebut: 

1. Pada Saat Ada Pendapatan 

Akuntansi basis kas tidak mencatat pada saat ada pendapatan 

secara kredit, sedangkan akuntansi basis akrual akan melakukan 

pencatatan pendapatan tersebut. Jurnalnya adalah: 

Piutang   XXX 

 Pendapatan     XXX 

Jika sudah ada kas masuk atas pendapatan sebelumnya maka untuk 

akuntansi basis akan mencatat sebagai: 

Kas    XXX 

 Pendapatan   XXX 

Sedangkan jurnal untuk akuntansi basis akrual adalah: 

Kas   XXX 

 Piutang  XXX 

 

2. Pada Saat Ada Beban 

Akuntansi basis kas tidak mencatat pada saat ada beban secara 

kredit, sedangkan akuntansi basis akrual akan melakukan 

pencatatan beban tersebut. Jurnalnya adalah: 

Beban   XXX 

 Utang dagang     XXX 

Jika sudah ada kas keluar atas beban sebelumnya maka untuk 

akuntansi basis akan mencatat sebagai: 

Beban   XXX 

 Kas    XXX 

Sedangkan jurnal untuk akuntansi basis akrual adalah: 

Utang dagang  XXX 

 Kas    XXX 
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Pendahuluan 

Dokumen ini menyajikan modul komprehensif mengenai Akuntansi 

Anggaran Berbasis Kinerja (AABK), ditujukan bagi mahasiswa 

akuntansi, pegawai pemerintahan, dan praktisi keuangan. AABK 

merupakan pendekatan fundamental dalam pengelolaan keuangan 

publik yang bergeser dari fokus tradisional pada ketersediaan dana 

(input) menjadi fokus pada hasil (output dan outcome) dari 

penggunaan dana tersebut.  

Pendekatan ini, menurut Mahmudi (2019), menjadi pilar penting 

dalam transformasi sektor publik, mendorong organisasi untuk lebih 

berorientasi pada pencapaian kinerja nyata. Evolusi ini sejalan dengan 

pandangan Halim (2020) mengenai perkembangan akuntansi 

keuangan daerah di Indonesia yang semakin menuntut transparansi 

dan akuntabilitas.  

Secara global, tren penganggaran berbasis kinerja juga terus 

menguat, sebagaimana disorot oleh James et al. (2019), sebagai 

respons terhadap tuntutan publik akan efisiensi dan efektivitas 

belanja pemerintah. Di Indonesia, implementasi AABK merupakan 

bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 

yang baik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan akuntabilitas 

sektor publik (Mardiasmo, 2018). Bab ini akan memandu anda secara 

sistematis melalui empat pembahasan utama: Konsep Dasar, 

Komponen dan Struktur, Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan, 

serta peran spesifik Akuntansi dalam sistem AABK. 

Transformasi paradigma ini, meskipun menghadapi berbagai 

tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan 

kapasitas SDM, serta kompleksitas pengukuran kinerja, menawarkan 

manfaat strategis signifikan bagi organisasi sektor publik. AABK dapat 

meningkatkan kualitas belanja, memperkuat sistem pengukuran 

kinerja, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis 

bukti.  

Dalam era digital dan tuntutan good governance yang semakin 

mendesak, AABK menjadi semakin relevan dan urgensi untuk 

memahaminya tidak dapat diabaikan. Modul ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif tentang AABK, 

didukung oleh referensi akademis dan regulasi yang relevan, guna 
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Sistem informasi manajemen kinerja dan keuangan yang 

terintegrasi memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan 

data secara real-time, seperti yang dapat dilihat pada Sistem Informasi 

Kinerja Anggaran (SAKTI) atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SIPPN) di Indonesia. 

 

Akuntansi Dalam Sistem AABK  

Akuntansi memainkan peran transformatif dalam sistem AABK. Jika 

akuntansi tradisional berfokus pada pencatatan transaksi keuangan 

untuk menghasilkan laporan keuangan (seperti neraca dan laporan 

realisasi anggaran), maka akuntansi berbasis kinerja memperluas 

fokusnya pada pengukuran dan pelaporan kinerja non-keuangan.  

Menurut Mahmudi (2019), transformasi akuntansi manajemen 

dalam sektor publik ini esensial untuk menggeser orientasi dari 

sekadar kepatuhan anggaran menjadi fokus pada pencapaian hasil 

dan nilai. Akuntansi dalam AABK tidak hanya menjadi pencatat 

transaksi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang berorientasi kinerja. 

1. Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Kinerja 
Dalam AABK, sistem akuntansi harus mampu mengidentifikasi dan 

mengalokasikan biaya ke setiap program, kegiatan, dan output. Ini 

membutuhkan sistem akuntansi biaya yang kuat untuk 

memverifikasi efisiensi biaya. Selain itu, pelaporan tidak lagi hanya 

melaporkan uang yang dihabiskan, tetapi juga kinerja yang dicapai. 

 Halim (2020) mengemukakan bahwa evolusi sistem 

akuntansi keuangan daerah merupakan kunci untuk mendukung 

AABK, di mana integrasi data keuangan dan kinerja menjadi 

imperatif. Sistem informasi akuntansi modern dirancang untuk 

mendukung AABK dengan menyediakan data yang komprehensif 

dan real-time, memungkinkan pelacakan biaya per program dan 

pengukuran indikator kinerja secara akurat. 

Meskipun demikian, implementasi akuntansi berbasis kinerja 

tidak luput dari tantangan. Contoh konkret penerapan di Indonesia 

meliputi berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 

yang secara bertahap mengadopsi sistem ini, meskipun dengan 

berbagai tingkat keberhasilan dan pembelajaran dalam 
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menyesuaikan kerangka kerja akuntansi mereka untuk 

mendukung pelaporan kinerja yang lebih transparan dan 

akuntabel. 

 

2. Analisis Varian dan Integrasi Audit Kinerja 

Analisis varian (variance analysis) adalah instrumen akuntansi 

manajemen yang vital dalam AABK. Analisis ini membantu 

manajemen mengidentifikasi area inefisiensi atau keberhasilan tak 

terduga. Varian dapat terjadi pada sisi biaya (realisasi lebih tinggi 

atau lebih rendah dari anggaran) dan sisi fisik (output/outcome 

lebih rendah atau lebih tinggi dari target). 

 Mahmudi (2019) menegaskan bahwa analisis varian tidak 

hanya sekadar alat akuntansi, melainkan fondasi penting bagi 

manajemen kinerja sektor publik untuk memahami akar penyebab 

penyimpangan antara target dan realisasi, mendorong perbaikan 

berkelanjutan. Halim (2020) menambahkan bahwa dalam 

akuntansi keuangan daerah, analisis varian berfungsi sebagai 

jembatan antara data keuangan dan kinerja, memungkinkan 

identifikasi dini masalah dan peluang. Varian dapat dikategorikan 

menjadi varian biaya (seperti varian harga dan varian kuantitas), 

varian efisiensi, dan varian volume, yang semuanya krusial untuk 

pemahaman yang komprehensif. 

Penerapan analisis varian di Indonesia dapat dilihat pada 

berbagai kementerian dan pemerintah daerah yang mulai 

menggunakan metode ini untuk mengevaluasi efektivitas program. 

Misalnya, kementerian tertentu membandingkan anggaran 

perjalanan dinas dengan realisasi dan output yang dicapai, 

mengidentifikasi varian yang signifikan untuk penyesuaian 

kebijakan di masa depan. 

 

3. Integrasi AABK dengan Audit Kinerja dan Pelaporan 

Keuangan 

Integrasi AABK dengan pelaporan keuangan pemerintah, seperti 

yang diatur oleh standar akuntansi pemerintah, menciptakan 

siklus akuntabilitas yang lengkap. Laporan Keuangan (yang 

menunjukkan kepatuhan dan realisasi biaya) harus didukung oleh 
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Laporan Kinerja (yang menunjukkan nilai yang dihasilkan dari 

biaya tersebut). 

Mardiasmo (2018) menyoroti bahwa integrasi audit kinerja ke 

dalam akuntansi sektor publik adalah kunci untuk memastikan 

pertanggungjawaban yang komprehensif, di mana auditor tidak 

hanya memeriksa kepatuhan keuangan, tetapi juga efisiensi dan 

efektivitas program pemerintah. Audit kinerja berperan krusial 

dalam memvalidasi keandalan informasi varian dan memastikan 

bahwa laporan kinerja mencerminkan realitas pencapaian 

program. 

Peran teknologi modern sangat esensial dalam mendukung 

analisis varian dan audit kinerja. Sistem informasi akuntansi yang 

terintegrasi memungkinkan pengumpulan data keuangan dan non-

keuangan secara real-time, memfasilitasi perhitungan varian 

otomatis, dan menyediakan dasbor kinerja yang interaktif. Dengan 

dukungan teknologi, proses audit kinerja juga menjadi lebih efisien, 

memungkinkan auditor untuk mengakses dan menganalisis data 

dalam skala besar, serta menghasilkan rekomendasi yang lebih 

cepat dan tepat. 
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Pengantar Biaya dan Costing Dalam Layanan Publik  
Biaya dan costing merupakan aspek penting dalam manajemen 

layanan publik yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemerintah atau instansi publik.  

Dalam konteks sektor publik, biaya tidak hanya berfungsi sebagai 

ukuran pengeluaran, tetapi juga alat untuk meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik 

(Horngren et al., 2014; Pradipta et al., 2025). 

1. Definisi dan Ruang Lingkup Biaya Dalam Sektor Publik 

Biaya dalam layanan publik mengacu pada seluruh pengorbanan 

sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 

atau menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat.  

Tidak seperti sektor swasta yang fokus pada laba, sektor 

publik lebih menekankan pada nilai penggunaan dan manfaat 

sosial, sehingga penghitungan biaya harus mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan dan tanggung jawab publik (Mardiasmo, 

2016).  

Ruang lingkup biaya mencakup biaya langsung, biaya tidak 

langsung, biaya tetap, dan variabel yang terjadi selama proses 

penyediaan layanan (Drury, 2018). 

 

2. Peran Biaya dan Costing Dalam Pengelolaan Layanan Publik 

Costing atau penghitungan biaya adalah proses identifikasi, 

pengumpulan, pengelompokan, serta analisis biaya yang terkait 

dengan aktivitas layanan publik. Proses ini sangat vital dalam 

mendukung pengambilan keputusan manajerial, mulai dari 

pengalokasian anggaran, penentuan tarif layanan, hingga evaluasi 

program dan proyek (Bracci, 2020).  

Selain itu, accurate costing membantu pemerintah dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga publik 

dapat menilai efisiensi penggunaan dana publik (Berman & Wang, 

2015). Dalam era desentralisasi dan tuntutan good governance, 

penguasaan terhadap teknik biaya dan costing menjadi salah satu 

kompetensi utama bagi pengelola layanan publik.  Hal ini 

memungkinkan instansi menghasilkan layanan yang berkualitas 

dengan biaya yang terkendali dan sesuai dengan prinsip ekonomis, 

efisien, dan efektif. 



Biaya dan Costing Dalam Layanan Publik 
 

 

299 Magda Siahaan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan ruang 

untuk partisipasi publik dalam pengawasan.  Akuntabilitas biaya 

memastikan bahwa sumber daya yang diterima benar-benar 

digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi publik. 
 

Studi Kasus dan Praktik Terbaik 

Pembelajaran dari studi kasus dan praktik terbaik dalam pengelolaan 

biaya dan costing di sektor publik sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas manajemen keuangan dan layanan. Melalui contoh-contoh 

konkret, instansi pemerintah dapat mengadopsi strategi dan metode 

yang telah terbukti efektif serta menghindari kesalahan yang sama. 
1. Contoh Penerapan Costing Di Berbagai Jenis Layanan Publik 

Beberapa instansi pemerintah di Indonesia dan negara lain telah 

berhasil mengimplementasikan sistem costing yang mendukung 

efisiensi dan peningkatan kualitas layanan.  

Misalnya, rumah sakit pemerintah menggunakan metode 

Activity-Based Costing untuk mengidentifikasi biaya perawatan 

pasien secara detail, sehingga mampu mengelola sumber daya 

medis dengan lebih optimal. Contoh lain adalah instansi 

pendidikan yang melakukan penghitungan biaya per siswa untuk 

menentukan alokasi dana berdasarkan kebutuhan nyata di 

lapangan. 

 

2. Pembelajaran Dari Pengalaman Instansi Pemerintah Di 

Indonesia Dan Internasional 

Pengalaman instansi pemerintah di berbagai negara menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi costing sangat bergantung pada 

komitmen pimpinan, pelatihan sumber daya manusia, dan 

dukungan teknologi informasi.  

Negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Inggris telah 

mengembangkan sistem costing yang terintegrasi dengan 

akuntansi manajemen untuk mendorong transparansi dan 

akuntabilitas. Di Indonesia, beberapa pemerintah daerah juga 

mulai menerapkan sistem costing dengan dukungan kebijakan 

reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas SDM.  
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Contoh dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia dan 

internasional menunjukkan keberhasilan implementasi costing 

dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, yang didukung 

oleh pelatihan SDM, komitmen pimpinan, dan teknologi informasi 

(Mardiasmo, 2016; Pradipta et al., 2025). 
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Definisi dan tujuan 

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan fundamental 

bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki 

tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, baik berupa 

fasilitas transportasi, energi, air bersih, maupun kesehatan.  

Namun, keterbatasan fiskal sering menjadi hambatan utama. 

Defisit anggaran, beban subsidi, dan kebutuhan belanja rutin 

membuat pemerintah sulit membiayai seluruh proyek infrastruktur 

hanya dari APBN maupun APBD. 

Sebagai solusi, muncullah konsep Kemitraan Pemerintah- 

Swasta (Public Private Partnership/PPP atau dalam konteks 

Indonesia disebut Kerjasama Pemerintah dengan Badan 

Usaha/KPS). Skema ini memungkinkan keterlibatan sektor swasta 

dalam pembiayaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan 

aset publik. Pemerintah tetap memegang peran sebagai regulator 

dan pengawas, sementara swasta terlibat sebagai penyedia modal, 

teknologi, maupun manajemen. 

Dalam kerangka akuntansi sektor publik, PPP menjadi penting 

karena menimbulkan implikasi terhadap pencatatan aset, kewajiban, 

belanja, dan pendapatan pemerintah. Transparansi serta 

akuntabilitas laporan keuangan publik sangat bergantung pada 

bagaimana transaksi PPP dicatat sesuai standar akuntansi yang 

berlaku. 

Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/KPS/KPBU) adalah 

kerangka kerjasama antara entitas publik (grantor) dan sektor 

swasta (operator/investor)   untuk   mendesain,   membiayai,   

membangun, mengoperasikan, dan/atau memelihara infrastruktur 

dan/atau layanan publik. Tujuannya antara lain: 

1. Mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah, 

2. Memanfaatkan efisiensi dan inovasi swasta, 

3. Mempercepat penyediaan layanan publik, 

4. Membagi risiko antara pihak yang paling mampu 

menanggungnya. 

Kerangka hukum dan institusional: secara umum (khususnya 

pada konteks negara berkembang seperti Indonesia) terdapat: 
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g. Bukti pemenuhan KPI (laporan teknis dan sanksi) apakah 

penerapan sanksi tercatat?. 

 

7.  Contoh temuan audit umum dan rekomendasi 
a. Temuan: Pembayaran availability dilakukan tanpa verifikasi 

kinerja, rekomendasi: perkuat mekanisme verifikasi (3rd 

party performance certifier). 

b. Temuan: Garansi pendapatan tidak diungkapkan, 

rekomendasi: catat sebagai kontinjensi/disklosur sesuai 

probabilitas. 

c. Temuan: Dokumen procurement tidak lengkap, rekomendasi: 

audit forensik dan perbaikan proses pengadaan. 

 

8.  Indikator Kinerja (KPI) Untuk Monitoring PPP 

Contoh KPI yang relevan: 

a. Availability Rate (%): persentase waktu layanan tersedia. 

b. Downtime (jam) per periode. 

c. Collection Efficiency (%): jumlah pendapatan yang tertagih 

dibanding potensi. 

d. DSCR Aktual: actual debt service coverage ratio. 

e. Cost per unit layanan: operational cost per pengguna atau per 

km. 

 

9.  Praktis Untuk Auditor: Langkah Ringkas Audit 

a. Pelajari kontrak & kebijakan akuntansi yang berlaku. 

b. Identifikasi area risiko tinggi. 

c. Lakukan prosedur substantif dan konfirmasi pihak ketiga. 

d. Uji sample transaksi besar (konstruksi, pembayaran). 

e. Inspeksi fisik dan uji kinerja. 

f. Evaluasi pengungkapan dan siapkan management letter. 

 

Studi Kasus PPP di Indonesia 

1.  Jalan Tol Trans Jawa 

Proyek jalan tol banyak dikembangkan melalui skema PPP, 
misalnya ruas Tol Semarang–Solo. Pemerintah menyediakan tanah 

(land acquisition), swasta membangun dan mengoperasikan. 
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Pencatatan pemerintah mencatat dukungan konstruksi sebagai 

belanja modal. 
2.  Proyek SPAM Umbulan 

Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan di Jawa Timur merupakan 
proyek KPBU dengan dukungan pemerintah pusat. Pemerintah 

mencatat availability payment sebagai belanja dalam laporan 
keuangan. 

3.  Bandara Kertajati 
Pengelolaan bandara dilakukan melalui kerjasama antara BUMN 

dan swasta. Laporan keuangan pemerintah mencatat porsi 

penyertaan modal negara. 

4.  Pelajaran 

a. Transparansi laporan keuangan menentukan keberhasilan 

PPP. 

b. Pengendalian risiko harus jelas sejak awal. 

c. Komitmen pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan 

investor. 

 

Tantangan dan Prospek PPP 

1.  Tantangan 

a. Birokrasi rumit: proses pengadaan panjang. 

b. Ketidakpastian regulasi: perubahan aturan mengurangi minat 

investor. 

c. Kurangnya kapasitas institusi: aparatur pemerintah belum 

sepenuhnya memahami PPP. 

d. Resiko politik: proyek jangka panjang rentan terhadap 

perubahan kebijakan. 

 

2. Prospek 

a. PPP masih sangat relevan untuk pembangunan infrastruktur. 

b. Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan investasi 

melalui skema KPBU. 

c. Digitalisasi akuntansi dan e-reporting akan meningkatkan 

transparansi. 

d. Potensi penerapan di sektor baru: energi terbarukan, 

teknologi informasi, rumah sakit daerah.
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Pendahuluan  

Aset bersejarah dan warisan budaya sangat berharga karena menjadi 

landasan identitas bangsa mempererat solidaritas, dan 

membangkitkan rasa bangga nasional. Sebagai aset publik, warisan ini 

tidak hanya membuka peluang ekonomi melalui pariwisata dan 

industri kreatif, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dan 

pembelajaran dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih 

baik (Stephenson L., 2023), (Clancy P, 2025). Aset bersejarah dan 

warisan budaya memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang 

melekat. Nilai tersebut berbeda dari aset ekonomi biasa yang diukur 

berdasarkan potensi menghasilkan arus kas atau manfaat finansial 

(Agustini & Putra, 2011), (Solikah & Achadiyah, 2017).  

Oleh sebab itu beberapa kesulitan yang dihadapi dalam akuntansi 

asset bersejarah meliputi kesulitan dalam pengakuan dan pengukuran 

nilai non-moneter karena nilainya tidak hanya sebatas finansial tetapi 

juga historis dan budaya; keterbatasan standar dan praktik akuntansi 

yang berlaku untuk jenis aset ini; kurangnya sumber daya manusia 

yang kompeten dan pemahaman konsep akuntansi yang diperlukan; 

serta risiko kehilangan atau kerusakan, yang menuntut sistem 

pencatatan dan pengawasan yang kuat. (Agustini & Putra, 2011), 

(Solikah & Achadiyah, 2017). Tulisan ini akan membahas mengenai 

konsep, isu, dan praktik akuntansi terkait aset bersejarah. 

 

Konsep dan Karakteristik Aset Bersejarah  

Di Indonesia, konsep aset bersejarah biasanya dikaitkan dengan 

kekayaan negara yang masuk dalam kategori barang milik negara 

(BMN). Barang ini dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, dan 

tidak dimaksudkan untuk dipindahtangankan, melainkan untuk 

dipelihara sebagai identitas bangsa. Misalnya, candi, monumen, 

bangunan bersejarah, serta arsip dan manuskrip kuno yang dikelola 

oleh pemerintah pusat maupun daerah.  

1. Definisi Aset Bersejarah dan Warisan Budaya  

Aset bersejarah memiliki definisi yang beragam sesuai dengan 

persepsi masing-masing negara, bangsa, atau komunitas. Indonesia 

mengatur asset bersejarah dalam Pedoman Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 yang menyebutkan 
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Studi Kasus dan Praktik 

Dalam pembahasan ini akan disajikan tabel yang berisi praktik-

praktik perlakuan akuntansi di Indonesia dan United Kingdom (UK).  

Belum ada ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang 

secara khusus membahas heritage assets di Indonesia. 

Namun lembaga pendidikan, museum, dan yayasan sering 

mengadopsi prinsip FRS 30 (UK) atau IPSAS 17 sebagai referensi 

tambahan non-mandatori untuk pelaporan internal. 

 

Tabel 22.1: Praktik Akuntansi Aset Bersejarah di Indonesia 

Sumber: PSAP No. 7 Tahun 2010. 

 

FRS 30: Heritage Assets diterbitkan oleh UK Accounting Standards 

Board (ASB) pada Juni 2009. FRS 30 berlaku efektif untuk periode 

akuntansi yang dimulai 1 April 2010 atau setelahnya. FRS 30 

melengkapi FRS 15 (Tangible Fixed Assets) dan berlaku di bawah UK 

GAAP lama. Walaupun kini digantikan oleh FRS 102 (sejak 2015), 

prinsip-prinsip FRS 30 tetap menjadi referensi utama praktik 

pelaporan heritage assets di Inggris dan diadopsi dalam pedoman 

sektor publik & charity. 

 

Tabel 22.2: Praktik Akuntansi Aset Bersejarah di United 

Kingdom (UK) 

British Museum 
Koleksi artefak, 
patung, naskah 

Sebagian besar tidak diukur 
nilainya karena sulit ditentukan; 
hanya diungkapkan secara 
deskriptif dengan jumlah koleksi 

Jenis Aset Perlakuan Akuntansi 
Catatan Laporan 

Keuangan 

Candi Borobudur 
Diungkapkan sebagai 
aset bersejarah tidak 
disusutkan 

Diungkapkan nilai dan 
kebijakan pemeliharaan 

Koleksi Museum 
Nasional 

Tidak diakui nilainya jika 
tak dapat diukur 

Diungkapkan deskripsi 
koleksi 

Gedung bersejarah 
(mis. Istana Negara) 

Diakui sebagai aset tetap 
– nilai perolehan historis 

Tidak disusutkan, 
dijelaskan dalam 
catatan 
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dan kebijakan konservasi. 

National Gallery 
Lukisan & karya 
Seni klasik 

Diukur berdasarkan nilai 
asuransi (insurance value) dan 
diungkapkan nilai total koleksi. 
Tidak disusutkan. 

University of 
Oxford 

Koleksi ilmiah & 
arsip 

Beberapa diakui pada biaya 
historis atau nilai wajar; sisanya 
hanya diungkapkan. 

The National 
Trust 

Bangunan 
bersejarah & 
taman nasional 

Aset diakui sebagian besar pada 
nilai nominal; kebijakan 
pelestarian diungkapkan detail. 

Sumber: FRS 30. 

 

Kesimpulan 

Konsep dan Karakteristik, aset bersejarah adalah aset yang memiliki 

nilai budaya, sejarah, lingkungan, atau pendidikan yang signifikan, 

bukan terutama karena manfaat ekonominya. Contohnya: museum, 

monumen, bangunan bersejarah, dan artefak. Karakteristik utamanya 

adalah unik, sulit diganti, jarang diperjualbelikan, dan nilainya sulit 

diukur secara andal. 

Isu Akuntansi, tantangan utama dalam pelaporan aset bersejarah 

meliputi: Penilaian: sulit menentukan nilai wajar karena tidak ada 

pasar aktif. Depresiasi: banyak aset tidak mengalami penurunan nilai 

konvensional karena dirawat agar tetap lestari. Pengungkapan: perlu 

keseimbangan antara informasi keuangan dan nilai budaya/non-

keuangan. 

Praktik Akuntansi, internasional (FRS 30, IPSAS 17, IAS 16): 

memperbolehkan pengakuan aset bersejarah sebagai aset tetap, tetapi 

mengutamakan pengungkapan nilai budaya dan kebijakan pelestarian 

daripada pengukuran nilai moneternya. Indonesia (PSAP No. 

07/2010): mengakui aset bersejarah sebagai aset tetap pemerintah, 

namun menekankan pelestarian, pengamanan, dan pengungkapan 

deskriptif ketimbang penilaian finansial. 

Secara umum, akuntansi aset bersejarah lebih menekankan 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dibanding pengukuran 

nilai finansial, karena tujuan utamanya adalah pelestarian warisan 

budaya, bukan keuntungan ekonomi. 
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Peran Sektor Publik Dalam Pencapaian SDGs dan Pelaporan 

Keberlanjutan: Tantangan dan Pendekatan Terpadu 

Sektor publik memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengelola 

risiko iklim dan sosial serta mengukur nilai publik. Manajemen yang 

baik terhadap risiko fiskal yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 

menjadi krusial untuk keberlanjutan layanan publik (Aulia, Siregar 

and Aripin, 2024).  

Di sisi lain, sistem pelaporan berkelanjutan yang efektif sangat 

diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang 

transparan dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pelaporan, dan audit (Erin and Adegboye, 2021). Tata kelola yang 

mengutamakan akuntabilitas dan transparansi juga menjadi fondasi 

bagi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi 

pada nilai publik. 

Pentingnya pemahaman terhadap pemangku kepentingan dalam 

pelaporan sektor publik juga harus diperhatikan, karena mereka 

memainkan peran kunci dalam menentukan isu-isu material yang 

harus dilaporkan (Freeman, 2015). Metodologi penilaian materialitas 

dan public interest test dapat membantu memastikan laporan yang 

disampaikan relevan dengan kepentingan masyarakat dan bukan 

hanya memenuhi kewajiban administratif (Zarzycka and 

Krasodomska, 2021).  

Selain itu, pendekatan Triple Bottom Line (TBL+G) yang 

mengukur kinerja sektor publik dari aspek ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan tata kelola menjadi penting dalam pengukuran 

keberlanjutan (Elkington, 2013). Penggunaan indikator kinerja 

seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan akses terhadap 

layanan publik memungkinkan sektor publik untuk lebih terfokus 

pada pencapaian tujuan keberlanjutan (Aulia, Siahaan and Siregar, 

2025).  

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan sektor 

publik melalui metode seperti Performance-based Budgeting dan 

Green Budgeting menjadi kunci dalam menyelaraskan anggaran 

dengan tujuan keberlanjutan (Hellmeister and Richins, 2019). 
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berkelanjutan dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap 

anggaran sektor publik (Tak, Zulnaidi and Eu, 2024) 

3. Pengadaan Berkelanjutan 

Pengadaan berkelanjutan mempertimbangkan dampak sosial, 

lingkungan, dan ekonomi dalam pemilihan barang dan jasa oleh 

sektor publik. Pendekatan ini mendorong sektor publik untuk 

membeli produk yang ramah lingkungan, memberikan manfaat 

sosial, dan mendukung ekonomi yang inklusif.  

Dengan mengintegrasikan pengadaan berkelanjutan dalam 

perencanaan dan penganggaran, pemerintah dapat memperkuat 

ketahanan masyarakat terhadap tantangan lingkungan serta 

memaksimalkan dampak positif dari kebijakan publik (OJK, 2023). 

 

Integrasi Pendekatan Keberlanjutan Dalam Penganggaran 

dan Pengadaan Sektor Publik: PBB, Green Budgeting, dan 

Pengadaan Berkelanjutan 

Pendekatan Pemanfaatan teknologi dan sistem data yang efisien 

dalam pelaporan sektor publik merupakan langkah penting dalam 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.  

Melalui penerapan data governance yang kuat, interoperabilitas 

antar sistem, penggunaan open data, serta alat-alat seperti dashboard 

kinerja, XBRL, dan otomasi, sektor publik dapat memastikan bahwa 

informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Selain itu, assurance yang diberikan oleh auditor eksternal dan 

lembaga pengawasan serta monitoring berkelanjutan memainkan 

peran krusial dalam menjamin kualitas laporan sektor publik. 

1. Data Governance, Interoperabilitas, dan Open Data 

Data governance mengatur pengelolaan data dalam sektor publik 

untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, terpercaya, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas antar sistem 

memungkinkan data dari berbagai sumber dapat saling 

berkomunikasi dan berbagi dengan aman. Open data, yang 

memberikan akses terbuka bagi publik terhadap data pemerintah, 

dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan (Lee, 2008). 
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2. Dashboard Kinerja, (Inline) XBRL, dan Otomasi 

Dashboard kinerja memungkinkan pemantauan real-time terhadap 

indikator kinerja utama (KPI), meningkatkan transparansi dalam 

penilaian kinerja sektor publik. XBRL dan Inline XBRL 

memungkinkan pelaporan keuangan yang efisien dan transparan, 

memberikan akses mudah kepada pengguna non-teknis tanpa 

mengorbankan integritas data.  

Otomasi dalam pelaporan sektor publik mengurangi 

kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan 

data (Chou, Chang and Peng, 2016). 

3. Assurance, Audit & Evaluasi Dampak 

Assurance merupakan proses untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan dan non-keuangan sektor publik mencerminkan kinerja 

yang akurat dan dapat dipercaya.  

Auditor eksternal dan lembaga pengawasan berperan penting 

dalam memberikan keyakinan atas kualitas laporan dan kinerja 

pemerintah (Alkebsee et al., 2021). Evaluasi dampak bertujuan 

untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan dampak 

yang diharapkan bagi masyarakat. 

4. Continuous Monitoring & Roadmap Implementasi 

Continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan 

memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dalam program dan 

kebijakan sektor publik, memastikan bahwa penyimpangan dapat 

segera diperbaiki.  

Roadmap implementasi adalah rencana yang jelas untuk 

mencapai sistem pelaporan yang lebih efisien dan transparan, 

termasuk penguatan kapasitas, pengembangan teknologi, dan 

pembaruan regulasi yang mendukung pelaporan sektor publik 

(Crittenden et al., 2011). 
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Isu & Kerangka Konseptual 
Meluasnya konsep keberlanjutan di seluruh dunia berdampak pada 

perubahaan kepedulian terhadap lingkungan. Gagasan triple bottom 

line diperkenalkan oleh John Elkington merupakan lompatan awal 

menuju keberlanjutan.  

Perusahaan sebagai pengguna sumber daya alam seringkali 

hanya mementingkan laba sebesar–besarnya, sehingga lupa akan 

kewajibannya terhadap lingkungannya. Konsep tersebut membuka 

pandangan perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam pelestarian 

lingkungan. Makna keberlanjutan makin mengemuka dalam 

perjanjian Paris, sehingga John Elkington sangat layak di sebut sebagai 

bapak keberlanjutan. 

Konsep tersebut meluas tidak hanya dalam sektor private tetapi 

masuk dalam sektor publik. Pemerintah mulai aktif dalam 

mempromosikan konsep keberlanjutan, hijau dan carbon disclosure. 

Namun, praktiknya di sektor publik keberlanjutan ini hanya sebatas 

slogan, belum menyentuh pada ranah praktik lebih lanjut. Ranah 

praktik yang dimaksud adalah dalam tataran akuntansi. SDGs 

pemerintah pusat maupun daerah udah diperkenankan, namun hanya 

sekadar memenuhi aspek-aspek yang ada dalam SDGs tidak dilakukan 

secara terstruktur dan sistematis. Praktik Sustainability Development 

Goals (SDGs) akan menimbulkan pengeluaran keberlanjutan yang 

tentunya perlu dikelola dengan baik. SDGs sendiri merupakan tujuan 

pembangun berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan utama dan bisa 

dikembangkan sesuai dengan entitas yang menggunakannya.  

Tujuh belas (17) tujuan tersebut di antaranya penghapusan 

kemiskinan dan kelaparan, mencapai kehidupan sehat dan sejahtera, 

memperoleh pendidikan berkualitas, terdapat kesetaraan gender, 

didapatnya air bersih dan sanitasi layak, akses terhadap energi bersih 

dan terjangkau, memperoleh pekerjaan layak dan mencapai 

pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, 

pengurangan kesenjangan, pembangunan kota dan komunitas 

berkelanjutan, pola konsumsi dan pola produksi yang bertanggung 

jawab, penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem daratan, 

tercapainya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 

adanya kemitraan untuk mencapai tujuan.   
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Saat ini upaya pencapaian ke 17 SDGs tersebut masih di 

permukaan dan belum mengarah pada upaya komprehensif. Adopsi 

SDGs di sektor publik bisa diterapkan dari pemerintahan daerah 

terkecil, SKPD, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah 

(Kota, Kabupaten, Provinsi), Badan usaha milik pemerintah maupun 

daerah.  

Atau sebaliknya bergerak dari level terbesar ke level terkecil. 

Nyatanya saat ini masih tidak terstruktur, dan diberikan kebebasan 

secara sukarela untuk melaporkannya. Adapun secara teori, empiris 

dan konsep akuntansi keberlanjutan atau akuntansi hijau mulai 

berkembang dan banyak diadopsi oleh sektor private (Lisnawati & 

Mulyati,2021; Lisnawati & Gunawan, 2024). Sementara itu, di sektor 

publik sangat lambat dan seolah-olah tidak menunjukan ke arah 

perubahan yang berarti. Untuk itu dalam buku ini, penulis mencoba 

memberikan perspektif untuk menjadi bahan rujukan secara teori.  

 

Gambar 24.1: 17 Goals to Transforms Our World SDGs 

Sumber: LocaliseSDGs. 

 

Akuntansi keberlanjutan merupakan konsep pencatatan, 

pengukuran dan pelaporan transaksi yang melibatkan upaya-upaya 

mencapai keberlanjutan (lingkungan, sosial dan ekonomi). Akuntansi 

keberlanjutan bisa dipecah jadi 2 yaitu konsep akuntansi hijau dan 

konsep akuntansi sosial. Di sektor private konsep akuntansi hijau 

lebih dahulu menemukan jalannya, sudah banyak praktik yang 

menerapkan akuntansi hijau baik secara full disclosure atau semi full 

disclosure.  
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usaha atau kegiatan-kegiatan pemerintah dan atau badan usaha 

milik pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan dan 

masyarakat.  

Liabilitas konvergensi merupakan utang apabila semua akibat 

yang timbul dari aktivitas usaha tidak langsung ditindaklanjuti dan 

bisa menimbulkan gugatan hukum yang serius. Pengakuan 

liabilitas konvergensi lingkungan/sosial dilakukan pada saat 

perusahaan memiliki kewajiban kini yang nilainya dapat 

diestimasi.  

Pengukuran liabilitas konvergensi lingkungan/sosial sebesar 

estimasi terbaik dari biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 

kewajiban tersebut. Sementara itu, pelaporan liabilitas 

konvergensi lingkungan/sosial dilakukan pada neraca di bagian 

liabilitas. 

 

4.  Biaya-Biaya Keberlanjutan/Hijau 
Biaya mencerminkan pengorbanan yang dilakukan entitas untuk 

mendapatkan hasil atau manfaat yang diharapkan. Biaya 

keberlanjutan/hijau merupakan pengorbanan yang timbul akibat 

aktivitas yang memberikan dampak pada lingkungan dan sosial 

(mencegah, mengurangi, memulihkan dan memperbaiki). 

Biaya keberlanjutan/hijau diakui ketika terjadinya atau besar 

kemungkinan akan terjadi pengeluaran dari aktivitas yang 

berdampak pada lingkungan dan sosial. Pengukurannya dilakukan 

menggunakan biaya historis. Pelaporan biaya keberlanjutan/ hijau 

dilakukan pada Laporan Laba/Rugi.  Biaya-biaya lingkungan dapat 

diidentifikasi sebagai berikut; 1). Biaya regulasi, 2) biaya entitas 

keberlanjutan/hijau, 3). Biaya kontijen.  

 

5.  Donasi Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

Donasi merupakan pemberian secara sukarela baik berupa uang, 

barang maupun aset lainnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. 

Donasi CSR diakui pada saat arus kas masuk dan diukur 

menggunakan biaya perolehan. Adapun pelaporannya dilakukan 

pada neraca.   
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Donasi CSR yang dilakukan sektor publik lebih umum 

digunakan untuk tanggung jawab sosial instansi pemerintah 

maupun program kemitraan dan bisa lingkungan di BUMN/BUMD. 

Donasi CSR yang dikeluarkan pemerintah akan diakui sebagai 

hibah oleh lawan transaksinya.  

Hal tersebut karena CSR diberikan secara sukarela. Misalnya, 

BUMN memberikan donasi CSR berupa alat pengolahan limbah 

kepada dinas lingkungan hidup. Dari sisi BUMN akan diakui sebagai 

donasi CSR sedangkan di sisi dinas lingkungan hidup akan diakui 

sebagai hibah BUMN.  
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